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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

     Dalam karya Ilmiah, Judul juga disebut sebagai sebuah bagian 

yang penting, sebab akan memberikan bentuk atau gambaran 

tentang apa yang akan dibahas dalam isi skripsi ini. judul 

skripsivyang peneliti ingin bahas dan menganalisis adalah 

KEBERHASILAN BAWASLU KOTA BANDAR 

LAMPUNG DALAM PENGAJUAN REKOMENDASI 

PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILU 2019 Langkah 

pertama yang peneliti lakukan untuk mendapatkan gambaran 

yang jelas untuk memperjelas dalam memahami karya ini, untuk 

itu perlu dirinci dan dijabarkan pengertian istilah-istilah yang 

terdapat dalam judul sebagai berikut: 

     Keberhasilan menurut Helmet (2012:32) keberhasilan adalah 

realisasi dari keinginan yang ingin kita capai, atau kemampuan 

untuk pergi dari kegagalan ke kegagalan dan mengatasi diri 

sendiri tanpa kehilangan semangat. Sukses erat kaitannya dengan 

ketepatan kita dalam menetapkan tujuan, sedangkan tujuan 

adalah tujuan yang telah kita tetapkan untuk diri kita sendiri. 

     Pelanggaran Administratif sebagaimana diatur dalam pasal 

460, Pelanggaran administratif tersebut termasuk pelanggaran 

terhadap setiap prosedur, prosedur, atau mekanisme administratif. 

Dengan kata lain, pelanggaran administratif tidak termasuk 

tindak pidana dan pelanggaran Kode Etik. 

     Pemilihan Umum adalah Pesta demokrasi untuk memilih 

calon pemimpin juga sebagai sarana kedaulatan rakyat untuk 

memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan 

Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan untuk 

memilih anggota dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang 

dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan 

adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan 

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

1 
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Tahun 1945
1
.  Secara langsung, terbuka, dan rahasia, Keutuhan 

dan keadilan dalam Negara Kesatuan Republik. 

     Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) adalah 

lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas 

mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah 

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud 

dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggaraan 

pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam 

pengawasan penyelenggara pemilihan. 2 

     Berdasarkan  definisi yang penulis jelaskan dapat penulis 

simpulkan, bahwa apa yang ingin penulis gambarkan judul 

skripsi ini adalah Keberhasilan Bawaslu Kota Bandar Lampung 

dalam menyelesaikan Pelanggaran Administratif pada 

Penyelenggaraan Pemilu 2019 dikota Bandar Lampung, 

penelitian ini dilakukan di Bawaslu Kota Bandar Lampung. 

 

B. Latar Belakang Masalah 

     Menghadapi Awal mula Bawaslu dibentuk memiliki tujuan  

sebagai lembaga pengawasan pada pemilihan umum juga 

diberikan mandat oleh Undang-Undang untuk menerima setiap 

laporan pelanggaran administrasi oleh masyarakat Indonesia atau  

peserta pemilu. Namun, hari ini Bawaslu bertransformasi menjadi 

lembaga yang memutus setiap pelanggaran administrasi pemilu 

sebagaimana perintah UU No 7 Tahun 2017 Pasal 461 ayat (1). 

Transformasi ini dibuat untuk menjadi senjata atau kekuatan 

dalam mekanisme penyelesaian pelanggaran administrasi. Peran 

Bawaslu sebagai pengawasan penyelenggaraan pemiluv 

berdasarkan UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu yaitu 

menguatkan tugas, peran dan kewenangan Bawaslu dalam 

melakukan pengawasan semua tahapan Pemilu dan sebagai upaya 

untuk mencegah terjadinya praktik money politic, Bawaslu juga 

memiliki kewajiban untuk mengawasi netralitas Aparatur Sipil 

Negara (ASN), netralitas Anggota TNI dan POLRI, mengawasi 

                                                             
1
 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum 

Pasal 1 Ayat (1) 
2
 Perbawaslu RI Nomor 14 Tahun 2017 
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pelaksanaan putusan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan 

Pemilu (DKPP), dan keputusan pejabat yang berwenang atas 

pelanggaran netrralitas ASN, anggota TNI/POLRI. Bawaslu juga 

memiliki tugas untuk menyampaikan dugaan pelanggaran kode 

etik Penyelenggara Pemilu kepada DKPP. Untuk penegakan 

tindak pidana Pemilu Bawaslu perlu berkoordinasi dengan Sentra 

Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) sebelum menyertakan 

suatu perbuatan atau tindakan merupakan tindak pidana pemilu.
3
 

     Pada Pemilu 2019 Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) 

menemukan 7.132 pelanggaran selama penyelenggaran Pemilu,
4 

Bahkan  pada saat tahapan kampanye, Badan Pengawasan 

Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Lampung memproses 71 

laporan atau temuan pelanggaran Pemilu 2019.
5
 Baru memasuki 

2 bulan tahapan pemilihan umum, Badan Pengawas Pemilihan 

Umum (Bawaslu) Kota Bandar Lampung menemukan puluhan 

pelanggaran dengan jenis yang berbeda.
6
 

    Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Bandar Lampung  

menyebutkan terdapat  tujuh (7) Pelanggaran Adminstrasi Pemilu 

2019 yang selanjutnya direkomendasikan untuk dapat diberikan 

sanksi sesuai aturan yang berlaku. Ketujuh Pelanggaran tersebut 

melakukan berbagai pelanggaran diantaranya adalah diduga 

menggunakan Fasilitas Negara  untuk kepentingan kampanye. 

Pelanggaran lainnya adalah Kampanye diluar jadwal dan adanya 

Calon Anggota DPRD yang tidak memenuhi syarat pencalonan 

hal ini merupakan penyimpangan terhadap Undang-Undang 

Pemilu.  Langkah Bawaslu dalam menetapkan rekomendasi 

pemberian sanksi terhadap peserta pemilu yang telah melakukan 

pelanggaran patut diberikan apresiasi. Hal ini merupakan bagian 

                                                             
3
 Pasal 93 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu 

4
 https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190423121842-32-

388784/bawaslu-sebut-ada-7132-pelanggaran-selama-pemilu-2019 diakses 

pada tanggal 20 April 2022 pukul 19.30 WIB 
5
 https://www.lampost.co/berita-bawaslu-lampung-tangani-71-dugaan-

pelanggaran-pemilu.html diakses pada tanggal 20 April 2022 Pukul 20.00 

WIB 
6
 https://lampungpro.co/post/18108/jelang-pemilu-bawaslu-bandar-

lampung-temukan-banyak-pelanggaran-administratif diakses pada tanggal 20 

April 2022 Pukul 21.00 WIB 

https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190423121842-32-388784/bawaslu-sebut-ada-7132-pelanggaran-selama-pemilu-2019
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190423121842-32-388784/bawaslu-sebut-ada-7132-pelanggaran-selama-pemilu-2019
https://www.lampost.co/berita-bawaslu-lampung-tangani-71-dugaan-pelanggaran-pemilu.html
https://www.lampost.co/berita-bawaslu-lampung-tangani-71-dugaan-pelanggaran-pemilu.html
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dari keberanian lembaga dalam mewujudkan tujuan utama 

demokrasi, ini merupakan penerapan nalar progresif Bawaslu 

dalam upaya menegakan suatu keadilan pemilu disegala sektor. 

Penyalahgunaan bantuan dan juga mutasi jabatan yang tidak 

sesuai dengan ketentuan untuk kepentingan pribadi maupun 

electoral sejatinya telah melukai masyarakat sekaligus merusak 

kepercayaan publik. Hal ini yang selanjutnya menimbulkan 

distrust masyarakat, stigma bahwa pejabat publik memanfaatkan 

situasi untuk kepentingan politik akan menjadi akar apatisme dari 

masyarakat.   

     Keberanian langkah yang telah diambil oleh Bawaslu Kota 

Bandar Lampung menjadikan Bawaslu sebagai badan pemerintah 

yang telah bertransformasi Pada mulanya keberadaan Bawaslu 

sebelum adanya peraturan terkait dengan penyelenggaraan 

pemilu, aktivitas yang dilakukan Bawaslu tunduk pada 

pemerintaan daerah, yang selanjutnya dipilih oleh anggota DPR 

kabupaten/kota dengan nama Panitia Pengawas Pemulu 

(Panwas). Terdapat banyak hal kurang yang mengakibatkan kerja 

tidak maksimal, hal ini disebabkan Panwas tidak dapat 

melepaskan diri dari kekuasaan yang berkuasan di daerah. Pasca 

diterbitkan peraturan terkait dengan penyelenggaraan pemilu 

Bawaslu perlahan mendapatkan independensinnya dalam 

melakukan pengawasan.  

     Independensi ini menjadi cikal bakal peran Bawaslu dalam 

memberikan rekomendasi pada penyelenggaraan pemilu untuk 

dapat ditindak lanjuti instansi terkait. Konsekuensi dari adanya 

rekomendasi yang tidak dijalankan atau dipatuhi, maka instansi 

bersangkutan yang akan menghadapi sanksi ketentuan hukum 

lainnya. Regulasi pada pelaksanaan tugas Bawaslu, baik pada 

tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota sudah memiliki 

kemajuan yang siignifikan dengan diberikannya beberapa 

kewenangan terutama pada UndangUndang Nomor 10 Tahun 

2017 Tentang Pemilu.  Rekomendasi Bawaslu memiliki kekuatan 

mengikat yang cukup kuat, namun memang saat ini masih dinilai 

lamban karena impelemtasi dan kekuatan hukum yang mengikat 

dari hasil rekomendasi tersebut. Kelak pada penanganan perkara 

perselisihan hasil pilkada di Mahkamah Konstitusi, rekomendasi 
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Bawaslu  dapat menjadi bagian dari pertimbangan Mahkamah. 

Tentu saja Mahkamah juga harus memperhatikan kontestasi 

pemohon dan KPU dengan berpedoman pada aturanaturan yang 

telah digariskan oleh MK sendiri.  Perwujudnan dari pemilu yang 

mensejahterakan rakyat adalah paradigma kesejahteraan yang 

dapat dilihat dari berbagai aspek, salah satunya adalah dengan 

meminimalisasi perkara-perkara pemilu yang berkepanjangan. 

Layaknya penyelesaian perkara, selisiih hasil atau bahkan hal 

lainnya yang menghambat proses, sehingga membutuhkan waktu 

yang sangat panjang, jika di tilik kembali bahwa kesejahteraan ini 

pada utamanya adalah diperuntukan untuk kemaslahatan rakyat
7
  

     Bahwa atas latar belakang demikian, selanjutnya penulis 

tertarik untuk meneliti lebih dalam terkait dengan rekomendasi 

Bawaslu Kota Bandar terkait dengan Pelanggaran Administrasi. 

Sehingga penelitian ini berjudul “Keberhasilan Bawaslu Kota 

Bandar Lampung Dalam Pengajuan Rekomendasi 

Pelanggaran Administrasi Pemilu 2019”. 

 

C. Identifikasi dan Batasan Masalah 

     Berdasarkan judul penelitian diatas, peneliti memfokuskan 

pada Keberhasilan Bawaslu Kota Bandar Lampung dalam 

pengajuan Rekomendasi pelanggaran administrasi pada Pemilu 

2019 di Kota Bandar Lampung sehingga terlihat apa saja 

masalah yang dihadapi serta bagaimana penyelesaian terhadap 

permasalahan pada proses penanganan pelanggaran 

 

D. Fokus dan Sub Fokus Penelitian 

     Berdasarkan Berdasarkan latar belakang masalah di atas, 

maka fokus penelitian ini adalah keberhasilan Bawaslu Kota 

Bandar Lampung dalam penyelesaian pelanggaran administrasi 

pada Pemilu 2019 di kota Bandar lampung. Peneliti hanya 

melakukan penelitian di Bawaslu Kota Bandar Lampung. 

                                                             
7
 Sri Pujianti. 2020. “Aswanto: Rekomendasi Bawaslu Harus 

Ditindaklanjuti KPU.” MK RI . https://www.mkri.id/index.php?page= 

web.Berita&id=16558&menu=2 diakses pada tanggal 30 Maret 2022 Pukul 

19.00 WIB 
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Fokus penelitian tersebut kemudian dijabarkan menjadi sub-

fokus sebagai berikut: 

1. Implementasi Aturan-Aturan Hukum sehingga 

terpenuhinya suatu Pelanggaran. 

2. Upaya Bawaslu Kota Bandar Lampung dalam menangani 

Pengajuan Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilu 

2019 ke Instansi terkait 

 

E. Rumusan Masalah  

     Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut, 

dirumuskanlah permasalahan penelitian, yaitu : 

1. Apa saja keberhasilan Bawaslu Kota Bandar lampung dalam 

pengajuan rekomendasi pelanggaran administrasi pada 

pemilu 2019?  

2. Faktor-Faktor apa saja yang menentukan keberhasilan 

Bawaslu Kota Bandar Lampung dalam pengajuan 

rekomendasi pelanggaran administrasi pada pemilu 2019?  

 

F. Tujuan Penelitian  

     Tujuan penelitian merupakan pernyataan yang berhubungan 

erat dengan perumusan masalah. Sesuai dengan latar belakang 

dan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui dan mendeskripsikan secara rinci Keberhasilan 

Bawaslu Kota Bandar lampung dalam pengajuan rekomendasi 

pelanggaran administrasi pada pemilu 2019. 

  

G. Manfaat Penelitian 

      Penelitian di harapkan dapat memberikan manfaat bagi 

pihak-pihak yang membutuhkan, baik secara teoritis maupun 

praktis, diantaranya: 

1) Secara Teoritis 

1. Bagi peneliti, dari hasil penelitian ini bermanfaat bagi 

peneliti dalam menambah hasanah ilmu dan dapat 

mengembangkan kajian studi pemikiran politik islam 

karena penelitian ini mempelajari tentang Keberhasilan 

Bawaslu Kota Bandar Lampung dalam pengajuan  
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rekomendasi pelanggaran administrasi pada Pemilu 2019 

di kota Bandar lampung. 

2. Penelitian ini dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi 

pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan 

khusunya studi Pemikiran Politik Islam dimasa yang akan 

dating. 

2) Secara Praktis 

1. Bagi Bawaslu Kota Bandar Lampung berguna untuk 

mengetahui hasil dari proses penyelenggaraan pemilihan 

umum tahun 2019 tang mana setiap prosesnya dilakukan 

dengan berbagai aturan baru sehingga dapat menjadi 

bahan evaluasi dalam penyelenggaraan pemilu selanjutnya 

2. Bagi Masyarakat Kota Bandar Lampung berguna untuk 

menanmbah informasi terutama mengenai proses 

penyelenggaraan dan pelaksanaan pemilihan umum secara 

serentak pada tahun 2019. 

 

H. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan 

     Penelitian ini hendak melihat Keberhasilan Bawaslu dalam 

menyelesaiakan penyelesaian dugaan pelanggaran administrasi 

pada pemilu 2019. Oleh karenanya peneliti mengambil beberapa 

literatur sebelumnya sebagai tolak ukur, diantaranya adalah: 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Fransiskus Yonatan Silalahi, 

NPM 160903029, mahasiswa Universitas Sumatera Utara 

tahun 2021 yang berjudul Efektifitas Badan Pengawasan 

Pemilihan Umum dalam pelayanan aduan pelanggaran 

pemilihan umum dikota Medan, Skripsi ini membahas 

tentang efektivitas Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam 

Pelayanan Aduan Pelanggaran Pemilihan Umum di Kota 

Medan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode 

penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik 

pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, 

observasi, dan dokumentasi. Data yang diperoleh kemudian 

dianalisis secara kualitatif dengan menelaah data yang telah 

dikumpulkan yang didukung oleh hasil wawancara dengan 

pendekatan teori Lubis dan Huseini mengemukakan bahwa 

efektivitas dapat dilihat melalui efisiensi pelayanan, daya 
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tanggap petugas, sarana dan prasarana, semangat kerja sama 

dan loyalitas kelompok kerja, serta hubungan antara 

pimpinan dan bawahan. 

2. Jurnal Karya E.Noviawati dan Mamay Komariah tentang 

Efektivitas  Penyelesaian Pelanggaran Administratif  

Pemilihan Umum Berdasarkan Undang-Undang  Nomor 7 

Tahun 2017, Penelitian ini membahas tentang Banyaknya 

pelanggaran administratif pemilu yang tidak dapat 

ditindaklanjuti dan diselesaikan disebabkan adanya beberapa 

kendala yang dihadapi oleh penyelenggara Pemilu antara lain 

harus terpenuhinya unsur-unsur temuan atau laporan dugaan 

pelanggaran administratif Pemilu yang sering kali sulit untuk 

dipenuhi terutama dalam mencari pelapor. Selain itu 

kurangnya waktu yang disediakan dalam pengajuan temuan 

atau laporan dugaan pelanggaran administratif pemilu yaitu 

paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui terjadinya dugaan 

administratif Pemilu. Upaya yang dilakukan penyelenggara 

Pemilu dalam hal ini Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) 

adalah dengan mengoptimalisai fungsi pengawasan terhadap 

tahapan-tahapan penyelenggaraan Pemilu. Sehingga Penulis 

beranggapan bahwa pada saat ini penyelesaian pelanggaran 

administratif pemilu berdasarkan Undang-Undang Negara 

Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 belum efektif 

dilaksanakan. 

3. Jurnal karya M. Arafat Hermana , Universita Dehasen 

Bengkulu tahun 2021 tentang Efektivitas Badan Pengawas 

Pemilihan Umum Dalam Penanganan Pelanggaran Pada 

Pemilihan Umum Tahun 2019, jurnal yang ditulis tahun 2021 

ini membahas Di Kota Bengkulu masih banyak terjadi 

pelanggaran disetiap pemilihan umum seperti Pelanggaran 

administrasi, pelanggaran pidana dan pelanggaran kode etik 

ada dua permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini yaitu 

Bagaimana Efektivitas Badan Pengawas Pemilihan Umum 

dalam penanganan pelanggaran pada pemilihan umum, 

Bagaimana Sanksi yang diberikan oleh Badan Pengawas 

Pemilihan Umum dalam penyelesaian penanganan 

pelanggaran yang terjadi dalam pemilihan umum. Jenis 
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metode penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum 

normatif-empiris yaitu penelitian hukum mengenai 

pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif 

secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang 

terjadi dimasyarakat. Teori yang digunakan dalam penelitian 

ini teori pengawasan, teori efektivitas, teori kewenangan dan 

teori negara hukum. Badan Pengawas Pemilihan Umum 

masih kurang efektif dalam penyelesaian penanganan 

pelanggaran dalam pemilihan umum karena masih banyaknya 

pelanggaran-pelanggaran yang masih terjadi di saat 

pemilihan umum berlangsung serta sanksi yang diberikan 

belum ada ketegasan yang jelas dan belum menimbulkan efek 

jera bagi yang melakukan pelanggaran. 

4. Penelitian yang dilakukan oleh Novianto M. Hantoro, yang 

berjudul “Pelanggaran Administrasi pemilu dan Sengketa 

Tata Usaha Negara Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD 

Tahun 2014”Pada pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD 

tahun 2014 terjadi banyak pelanggaran administrasi dan 

sengketa tata usaha negara. Bawaslu mencatat 7478 dugaan 

pelanggaran dan 63,26% di antaranya adalah pelanggaran 

administrasi. penelitian ini menganalisis pelanggaran 

administrasi pemilu dan sengketa tata usaha negara pemilu 

dari perspektif hukum administrasi negara.Berdasarkan hasil 

analisis, pendefinisian mengenai pelanggaran administrasi 

dan sengketa tata usaha negara dalam undang-undang belum 

sesuai dengan konsep hukum administrasi. Untuk itu ke 

depan perlu dilakukan perubahan terhadap undangundang 

pemilu
8
 

. 

I. Metode Penelitian 

     Metode penelitian skripsi ini adalah sebuah bentuk ilmiah 

yang memperoleh data dengan kegunaan dan tujuan tertentu. 

Menurut pendapat Mardais, bahwa metode penelitian 

                                                             
8
 Novianto M. Hantoro, Pelanggaran Administrasi pemilu dan 

Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 

2014. 
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diterjemahkan sebagai bentuk untuk dapat melakukan suatu 

teknis yang melibatkan pendapat secara bersama agar dapat 

tercapai suatu tujuan tertentu, sedangkan pada penelitian adalah 

suatu upaya pada bidang ilmu pengetahuan yang berguna untuk 

mendapatkan beberapa fakta dalam mewujudkan kebenaran 

secara berurutan. 

     Metode Penelitian merupakan cara memaparkan secara teknis 

mengenai metode-metode yang digunakan dalam penelitian. 

Penggunaan metode yang tepat dan benar diharapkan peneliti 

dapat mengantarkan kepada analisis terhadap masalah-masalah 

yang dijadikan tema skripsi secara kritis.
9
 Dapat terlaksana 

sebuah penelitian yang sesuai dengan metode yang diharapkan, 

maka perlu bagi seorang peneliti menggunakan beberapa metode. 

Adapun metode yang digunakan oleh peneliti sebagai berikut : 

 

1. Jenis dan Sifat Penelitian 

a. Jenis Penelitian   

     Jenis penelitian ini dalah penelitian lapangan (Field 

Research), menurut Lexy Moleong penelitian lapangan 

yaitu penelitian yang bertujuan untuk mempelajari secara 

intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan 

interaksi lingkungan suatu unit sosial baik individu, 

kelompok, lembaga atau masyarakat.
10

 

Peneliti telah terjun langsung ke lapangan guna meneliti 

secara langsung objek penelitian untuk memperoleh data 

yang diperlukan. Penelitian ini yakni bertujuan untuk 

melihat suatu fenomena melalui pengumpulan data 

sedalam-dalamnya. 

b. Sifat Penelitian  

     Penelitian pada skripsi ini bersifat Deskriptif. Menurut 

Sarifuddin Azwar dalam bukunya yang berjudul Metode 

Penelitian menjelaskan bahwa penelitian deskriptif yaitu 

suatu penelitiannya menggambarkan objek tertentu dan 

                                                             
9
J R Raco, Metodologi Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik Dan 

Keunggulannya (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010), h.70.  
10

 Lexy J Meolong, Metedologi Penelitian Kualitatif  (Bandung: PT 

Remaja Rosdakarya, 1990), h.5. 
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menjelaskan hal-hal yang terkait atau melukiskan secara 

sistematis fakta-fakta atau karakteristik populasi tertentu 

dalam bidang tertentu secara factual dan cermat. Penelitian 

ini bersifat deskriptif karena penelitian ini semata-mata 

menggambarkan suatu objek untuk mengambil 

kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.
11

 

2. Pendekatan Penelitian  

     Pendekatan pada penelitian skripsi ini menggunakan 

pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk membuat 

deskripsi secara sistematis, faktual dan akurat tentang 

fakta-fakta serta sifat-sifat populasi dan pada objek 

tertentu.
12

 Pendapat Bogdan dan Taylor, mendefinisikan 

pendekatan kualitatif sebagai susunan penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis baik 

secara lisan dari orang-orang maupun perilaku yang 

diamati. 

 

3. Sumber Data  

a. Data primer 

     Menurut Sugiyono, data primer merupakan penuturan 

atau catatan para saksi mata. Data tersebut diperoleh 

pengamat atau partisipasi yang benar-benar 

menyaksikan suatu peristiwa.
13

 Data primer juga dapat 

disebut dengan informan dimana informan tersebut 

terdiri dari Key informan dan informan. Dalam 

penelitian ini untuk menentukan key informan menurut 

Sprandley dalam (Meolong), informan memiliki 

beberapa kriteria yang harus dipertimbangkan yaitu: 

1. Subyek yang telah lama dan intensif menyatu dengan 

suatu kegiatan atau lokasi aktifitas yang menjadi target 

atau perhatian penelitian dan ini biasanya ditandai oleh 

                                                             
11

Sutrisno Hadi, Metodelogi Research I (Yogyakarta: Yayasan 

Penerbitan Fak.Psikologi UGM, 2001), H.3  
12

Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif R Dan D,CV 

Alpabeta (Bandung: PT. Gramedia Utama, 2010), h.56. 
13

 Sugiyono, Metodelogi Penelitian Kombinasi, (Bandung: Alfabeta, 

2013),h.308 
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kemampuan memberikan informasi diluar kepala 

tentang suatu yang ditanyakan.  

2. Subyek masih terikat secara penuh serta aktif pada 

lingkungan dan kegiatan yang menjadi sasaran 

penelitian.  

3. Subyek mempunyai cukup banyak waktu dan 

kesempatan untuk dimintai keterangan.  

4. Subyek yang dalam memberikan informasi tidak 

cenderung di olah atau dikemas terlebih dahulu dan 

mereka masih relatif, masih jujur dalam memberikan 

informasi. 

Berdasarkan kriteria diatas , yang menjadi sumber informan 

dalam data primer dapat dilihat pada tabel 1.1 sebagai 

berkut: 

Tabel 1.1 

Data Primer 

No Nama Jabatan Tempat dan 

Tanggal 

Wawancara 

1. Candrawansah 

S.KOM 

Ketua 

Bawaslu 

Kota Bandar 

Lampung 

Kantor Bawaslu Kota 

Bandar Lampung 19 

April 2021 

2. Yahnu Wiguno 

Sanyoto S.I.P 

M.I.P 

Anggota 

Bawaslu 

Kota Bandar 

Lampung 

Divisi 

Penanganan 

Pelanggaran 

Kantor Bawaslu Kota 

Bandar Lampung 19 

April 2021 
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b. Data Sekunder 

     Data Sekunder yaitu data yang dikumpulkan oleh 

peneliti sebagai penunjang dari sumber pertama. Dapat 

juga dikatakan data yang tersusun dalam bentuk 

dokumen-dokumen. 
14

 Data sekunder adalah merupakan 

data yang sudah jadi atau di publikasikan untuk umum 

oleh instansi atau lembaga yang mengumpulkan, 

mengolah dan menyajikan.
15

 Data sekunder dalam 

penelitian ini berupa arsip, foto, dokumentasi kegiatan dan 

lain-lain yang terkait objek penelitian. Data-data yang 

diperoleh peneliti saat melakukan penelitian dan 

wawancara pada informan penelitian dapat dilihat dari 

tabel 2 yang dibedakan berdasarkan jenis data dan sifat 

data penelitian sehingga kedua data tersebut dapat 

dijadikan sebagai data pendukung dalam karya tulis 

ilmiah. 

Berdasarkan penjelasan diatas, data sekunder dapat dilihat 

sebagai berikut: 

 

Tabel 1.2 

Sumber Data Sekunder 

No. Jenis Data Sifat 

Data 

1 Profil Kota Bandar Lampung Soft File 

2 Profil Bawaslu Kota Bandar Lampung Soft File 

 3. Data Rekap Pelanggaran Administrasi 

Pemilu 2019 

Soft File 

 4. Data Rekap Pelanggaran Administrasi 

Mekanisme Acara Cepat 

Soft File 

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Soft File 

6. Perbawaslu No 7 dan 8 tahun 2018 Soft File 

7. Perbawaslu 14 Tahun 2017 Soft File 

                                                             
14

 Ibid, h, 94 
15

 Hadi Sutrisno, Metodelogi Research, (Jogjakarta:YPFAK,Psikologi 

UGM,1985),h.89 
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4. Metode Pengumpulan Data 

     Metode Metode pengumpulan data yang peneliti  

gunakan dalam penelitian ini ada 2 tahap, yaitu wawancara 

atau interview, dan dokumentasi. 

a. Wawancara atau Interview 

     Wawancara adalah kegiatan tanya jawab atau 

percakapan secara langsung kepada responden. 

Percakapan ini dilakukan oleh dua pihak yaitu 

pewawancara yang mengajukkan pertanyaan dan yang 

diwawancarai yang memberikan jawaban atas 

pertanyaan itu.
16

 Ketika melakukan wawancara, 

pewawancara harus memperhatikan sikap pada saat 

datang, sikap duduk, kecerahan wajah, tutur kata, 

keramahan, kesabaran serta keseluruhan penampilan, 

akan sangat berpengaruh kegiatan Tanya jawab antar 

pewawancara dengan narasumber.
17

Interview yang 

digunakan adalah interview bebas dan interview 

terpimpin. Interview bebas adalah interview bebas 

menanyakan pertanyaan apa saja yang masih termasuk 

kedalam penelitian. Dan interview terpimpin adalah 

pertanyaan-pertanyaan yang   akan ditanyakan sudah 

tersusun dan sistematis.
18

 

 

b. Dokumentasi 

     Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang 

sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, 

gambar, atau karya-karya dari seseorang. Dokumentasi 

yang akan digunakan oleh peneliti yaitu foto-foto, 

jurnal yang berkaitan dengan penelitian serta dokumen 

yang sudah ada di perguruan tinggi atau Universitas 

Islam negeri Raden Intan Lampung. 

 

 

                                                             
16

 Lexy J Meolong, Metedologi Penelitian…., h.135 
17

 Sandu Siyoto dan M Ali Sodik, Dasar Metodologi ....., h.76. 
18

 Ibid, h.127. 



 15 

5. Metode Analisis Data 

     Analisis data adalah proses bekerja dengan data, 

mengurutkan data, memilah-milahnya menjadi satuan 

yang dapat dikelolah, mencari dan menemukan pola, 

menemukan apa yang penting serta apa yang sudah 

dipelajari oleh peneliti dan memutuskan apa yang dapat 

diceritakan kepada orang lain.
19

 

     Penelitian ini menggunakan analisa kualitatif. 

Menurut Kartini Kartono analisa kualitatif adalah data 

mengenai opini, keterampilan, aktivitas sosialitas, 

kejujuran atau sikap simpati dan lainnya. Jenis 

penelitian kualitatif berdasarkan data yang muncul 

berwujud kata-kata dan bukan rangkaian kata. Serta 

dengan metode deskriptif artinya melukiskan variabel 

demi variabel satu demi satu yang bertujuan 

mengumpulkan informasi aktual secara rinci yang 

melukiskan gejala yang ada atau mengidentifikasi 

masalah.
20

 

     Analisis data menurut Bogdan dan Sugiyono yaitu 

proses mencari dan menyusun secara sistematik data 

yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, 

dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami 

dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. 

Analisa data kualitatif bersifat induktif, yaitu analisis 

berdasarkan data yang diperoleh.
21

.Berikut ini adalah 

teknik analisis Data. 

a. Data Collection (Pengumpulan Data) 

Dalam penelitian kualitatif pengumpulan data dengan 

observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi 

atau gabungan ketiganya (triangulasi). 

b. Data Reduction (Reduksi Data) 

Reduksi data merupakan seleksi, pemfokusan, 

penyederhanaan dan abstraksi data kasar yang ada 

                                                             
19

 Lexy J Meolong, Metedologi Penelitian.., h.103. 
20

 Septiawan Santana K, Menulis Ilmiah: Metode Penelitian Kualitatif  

(Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010), h.136. 
21

 Sugiyono, Metode Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D,349. 



 16 

dalam catatan file. Proses ini berlangsung selama 

pelaksanaan penelitian, yang dimulai dari bahkan 

sebelum pengumpulan data. 

c. Data Display (Penyajian Data) 

Penyajian data adalah suatu rakitan informasi yang 

memungkinkan kesimpulan penelitian dilakukan. 

Pada bagian ini, data yang disajikan telah 

disederhanakan dalam reduksi data dan harus ada 

gambaran secara menyeluruh dari kesimpulan yang 

diambil. Susunan kajian data yang baik adalah yang 

jelas sistematiknya, karena hal ini akan banyak 

membantu dalam penarikan kesimpulan. Adapun 

sajian data dapat berupa gambar, matriks, tabel 

maupun bagan. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Keberhasilan 

Pengertian Keberhasilan 

     Menurut Menurut Poerwardaminta (2007:27), kamus besar 

bahasa indonesia sukses memiliki arti yang sederhana tapi 

mendalam. Sehingga kesuksesan berarti keberhasilan atau 

keberuntungan. Dalam kamus besar bahasa inggris succes 

berarti keberhasilan dan hasil baik. Jadi, kesuksesan itu 

merupakan keberhasilan seseorang dalam mencapai sesuatu.  

     Helmet (2012:32) keberhasilan merupakan suatu 

pencapaian terhadap keinginan yang telah kita niatkan untuk 

kita capai atau kemampuan untuk melewati dan mengatasi diri 

dari satu kegagalan ke kegagalan berikutnya tanpa kehilangan 

semangat. Keberhasilan erat kaitannya dengan kecermatan 

kita dalam menentukan tujuan sedangkan tujuan merupakan 

suatu sasaran yang sudah kita tentukan. 

     Ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan suatu 

organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi 

mencapai tujuan maka organisasi tersebut telah berjalan 

dengan efektif. Indikator keberhasilan menggambarkan 

jangkauan akibat dan dampak (outcome) dari keluaran 

(output) program dalam mencapai tujuan program. Semakin 

besar kontribusi output yang dihasilkan terhadap pencapaian 

tujuan atau sasaran yang ditentukan, maka semakin berhasil 

proses kerja suatu unit organisasi.
22

  

     Dalam mengukur tingkat keberhasilan maka dibutuhkan 

penilaian kinerja, yang mana penilaian kinerja merupakan 

suatu kegiatanyang sangat penting karena dapat digunakan 

sebagai ukuran keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai 

misinya. Bagi suatu organisasi informasi tentang kinerja dapat 

berguna untuk menilai sejauh mana kinerja yang dilakukan 

suatu organisasi untuk mencapai kepuasan dan memenuhi 

harapan yang ingin dicapai dalam rangka meningkatkan 

kualitas. Dengan adanya penilaian dan informasi kinerja pada 

                                                             
22

 Mardiasmo. (2017). Perpajakan Edisi Terbaru. Yogyakarta. 

Andi, 134 

17 
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suatu organisasi diharapkan adanya perbaikan yang lebih 

terarah dan sistematis. Secara etimologis, kinerja adalah 

sebuah kata yang dalam bahasa Indonesia berasal dari kata 

dasar “kerja” yang menerjemahkan kata dari bahasa asing 

prestasi, bisa juga berarti hasil kerja. 
23

 
 
    Berdasarkan pengertian di atas, dapat dikemukakan bahwa 

Keberhasilan berkaitan dengan terlaksananya semua tugas 

pokok, tercapainya tujuan, ketepatan waktu dan adanya 

partisipasi aktif dari semua anggota. Selain itu,  konsep 

Keberhasilan merupakan suatu konsep yang bersifat 

multidimensional sehingga  dalam mendefinisikan 

Keberhasilan berbeda-berda sesuai dengan dasar ilmu yang 

dimiliki meskipun tujuan akhir dari Keberhasilan adalah 

pencapaian tujuan. Dengan demikian, Keberhasilan Badan 

Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dalam menangani 

pelanggaran administrasi pemilu 2019 berarti bagaimana 

Bawaslu berhasil melaksanakan semua tugas pokok beserta 

tujuannya dalam pengawasan dan penanganan pelanggaran 

selama pemilihan umum 2019. 

 

B. Pemilihan Umum (Pemilu) 

     Pengertian Pemilihan umum yang selanjutnya disebut 

Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih 

anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan 

Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan untuk 

memilih anggota dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang 

dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan 

adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan 

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945.
24

 Pemilu dipandang sebagai sarana 

dimana preferensi rakyat diagresikan untuk memilih 

pemimpin, baik legislatif (DPR, DPD, dan DPRD) maupun 

                                                             
23

 Fikri Saputra. (2014) Pengaruh Kinerja KPU Terhadap 

Pencegahan Golput Di Kabupaten Bantul Pada Pemilu Legislatif. 

Yogyakarta. 13 
24

 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan 

Umum Pasal 1 Ayat (1) 
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eksekutif (presiden – wakil presiden dan kepala daerah). Di 

Indonesia semenjak Pemilu tahun 2004, Pemilu 

diklasifikasikan ke dalam tiga jenis, yaitu : Pemilu legislatif 

(Pileg), Pemilu presiden-wakil presiden (Pilpres), dan Pemilu 

kepala daerah (Pilkada atau Pemilukada). 
25

 

 

Pemilu memiliki tujuan yang telah dijelaskan pada pasal 4 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang bertujuan untuk : 

a. memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis;  

b. mewujudkan Pemilu yang adil dan berintegritas;  

c. menjamin konsistensi pengaturan sistem Pemilu; 

d. memberikan kepastian hukum dan mencegah duplikasi 

dalam pengaturan Pemilu; dan; 

e. mewujudkan Pemilu yang efektif dan efisien 

     Fungsi Pemilu, menurut Aurel Croissant,
26

 dapat 

dikelompokkan ke dalam tiga jenis, yaitu: (a) Fungsi 

Keterwakilan (Representativeness), dalam arti kelompok-

kelompok masyarakat memiliki perwakilan ditinjau dari 

aspek geografis, fungsional dan deskriptif. (b) Fungsi 

Integrasi, dalam arti terciptanya penerimaan partai terhadap 

partai lain dan masyarakat terhadap partai. (c) Fungsi 

Mayoritas yang cukup besar untuk menjamin stabilitas 

pemerintahan dan kemampuannya untuk memerintah 

(governability).   

     Ramlan Surbakti
27

 menekankan tiga hal pokok dalam 

fungsi Pemilu. Pertama: Pemilu menjadi mekanisme untuk 

menyeleksi para pemimpin pemerintahan dan alternatif 

kebijakan umum. Kedua: Pemilu menjadi mekanisme untuk 

memindahkan konflik kepentingan dari masyarakat kepada 

badan-badan perwakilan rakyat melalui wakil-wakil rakyat 

yang terpilih atau melalui partai partai yang memenangkan 

                                                             
25

 Drs. Gotfridus Goris Seran, Kamus Pemilu Populer: Kosa Kata 

Umum, Pengalaman Indonesia dan Negara Lain, (Yogyakarta: Graha 

Ilmu, 2013), 483. 
26

 Joko J. Prihatmoko, Mendemokratiskan Pemilu, Dari Sistem 

Sampai Elemen Teknis, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008),  4. 
27

 Ramlan Surbakti, Memahami Ilmu Politik, (Jakarta: PT 

Gramedia Widiasarana Indonesia, 1992), 181-182 
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kursi sehingga integrasi masyarakat tetap terjamin. Ketiga: 

Pemilu menjadi sarana untuk memobilisasi dan/atau 

menggalang dukungan rakyat terhadap negara dan 

pemerintahan dengan jalan ikut serta dalam proses politik.   

     Maka dapat disimpulkan bahwa tujuan Pemilu adalah 

sebagai sarana menyalurkan aspirasi masyarakat sebagai 

wujud pelaksanaan demokrasi sebagaimana dijelaskan pada 

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa 

“Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan 

menurut Undang-Undang Dasar”. Dalam Undang-Undang 

Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, disebutkan 

bahwa yang dimaksud dengan Penyelenggara Pemilu adalah 

Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu 

(Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu 

(DKPP). Lembaga penyelenggara Pemilu tersebut memiliki 

tugas masing-masing dalam menyelenggarakan Pemilu 

yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) bersifat nasional, 

tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu, 

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Bertugas mengawasi 

penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah NKRI dan 

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) bertugas 

menangani pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu. 

     Asas pemilihan umum telah diatur dalam Pasal 2 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pemilihan 

Umum bahwa “Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas 

langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil”. Adapun 

penjelasan terkait asas-asas tersebut adalah:  

A. Langsung, artinya Pemilih berhak memberikan suara 

secara langsung tanpa perantara;  

B. Umum, artinya Semua warga negara yang memenuhi 

persyaratan berhak mengikuti pemilihan umum;  

C. Bebas, artinya setiap warga negara bebas memilih 

tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun;  

D. Rahasia, artinya dalam memberikan suara pemilih 

dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh 

pihak manapun dengan jalan apa pun;  
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E. Jujur, artinya setiap penyelenggara, pemilih, peserta, 

aparat pemerintahan, serta semua pihak yang terkait 

harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan;  

F. Adil, artinya setiap pemilih dan peserta mendapat 

perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan 

pihak mana pun. 

     Dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang 

Pemilihan Umum, disebutkan bahwa yang dimaksud 

dengan Penyelenggara Pemilu adalah Komisi Pemilihan 

Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan 

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). 

Lembaga penyelenggara Pemilu tersebut memiliki tugas 

masing-masing dalam menyelenggarakan Pemilu yakni 

Komisi Pemilihan Umum (KPU) bersifat nasional, tetap, 

dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu, Badan 

Pengawas Pemilu (Bawaslu) Bertugas mengawasi 

penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah NKRI dan 

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) 

bertugas menangani pelanggaran kode etik Penyelenggara 

Pemilu.
28

 

 

C. Administrasi Pemilu 

     Administrasi adalah sesuatu kegiatan yang harus 

dilengkapi oleh peserta dalam berkompetisi, seperti halnya 

peserta Pemilu. Peserta Pemilu harus melengkapi 

administrasi yang telah ditentukan demi memenuhi 

persyaratan sebagai calon Pemilu. Administrasi berasal dari 

bahasa Latin: ad = intensif dan ministrare =  melayani, 

membantu, memenuhi. Administrasi merujuk pada kegiatan 

atau usaha  untuk membantu, melayani, mengarahkan atau 

mengatur semua kegiatan di dalam  mencapai suatu tujuan. 

     Administrasi berasal dari bahasa latin, yaitu administrare. 

Ridwan HR  mengartikan administrasi sebagai : 

                                                             
28
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22 

1. Usaha dan kegiatan yang meliputi penetapan 

tujuan serta penetapan cara-cara penyelenggaraan 

pembinaan administrasi;  

2. Usaha dan kegiatan yang berkaitan dengan 

penyelenggaraan kebijaksanaan serta mencapai 

tujuan;  

3. Kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan 

pemerintahan;  

4. Kegiatan kantor dan tata usaha. 

     Menurut George Terry administrasi adalah 

pengendalian, dan  pengorganisasian kerja, serta mobilisasi 

mereka yang menerapkannya untuk  mencapai tujuan yang 

ditetapkan. 

     Menurut Sondang P. Siagian administrasi adalah 

keseluruhan proses  kerjasama antar dua orang atau lebih 

berdasarkan rasionalitas tertentu untuk  mencapai tujuan 

yang telah dicapai.      

     Menurut Ulbert administrasi adalah didefinisikan 

sebagai persiapan  sistematis dan pencatatan data dan 

informasi baik secara internal maupun  eksternal untuk 

tujuan memberikan informasi dan membuatnya lebih 

mudah  untuk memulihkan sebagian atau seluruhnya. 

     Administrasi dapat diartikan secara sempit dan secara 

luas. Dalam arti  sempit, administrasi merupakan semua 

kegiatan tulis-menulis, catat-mencatat,  surat-menyurat, 

ketik-mengetik serta penyimpanan, dan pengurusan hal-hal 

yang  bersifat teknis ketatausahaan semata-mata. 

Sedangkan administrasi dalam arti luas  adalah proses 

kerjasama antara dua orang atau lebih berdasarkan 

rasionalitas  tertentu untuk mencapai tujuan yang 

ditetapkan. 

     Di atas telah dijelaskan tentang pengertian Pemilu, 

Pemilu adalah saranakedaulatan rakyat untuk memilih 

anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan 

Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan 

untuk memilih anggota dewan Perwakilan Rakyat Daerah, 

yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, 
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jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia 

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945. 

     Maka, administrasi adalah suatu tahap terkait tulis 

menulis demi  mencapai tujuan yang telah di rencanakan 

sebagai memenuhi prosedural. Jadi  administrasi pemilu 

adalah  tahapan terkait tulis menulis, informasi, serta  

ketentuan yang dijadikan sebagai memenuhi prosedur 

persyaratan dalam  pelaksanaan sarana kedaulatan rakyat. 

     Adapun tahapan pemilihan umum yang telah dijelaskan 

dalam Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang 

Pemilihan Umum (Umum) : 
29

 

1. Perencanaan program dan anggaran serta 

penyusunan peraturan pelaksanaan 

Penyelenggaraan Pemilu;  

2. Pemutakhiran data Pemilih dan Penyusunan daftar, 

Pemilih;  

3. Penetapan Peserta Pemilu;  

4. Penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah 

Pemilihan;  

5. Pencalonan Presiden dan wakil Presiden serta 

anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD 

Kabupaten/Kota;  

6. Masa kampanye Pemilu; 

7. Masa tenang; 

8. Pemungutan dan penghitungan suara  

9. Penetapan hasil Pemilu dan;  

10. Pengucapan sumpah/janji Presiden dan wakil 

Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi 

dan DPRD Kabupaten/Kota. 

 

     Adapun persyaratan sebagai calon Presiden dan 

Wakil Presiden, calon anggota DPR. DPD, DPRD 

Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota:  

1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;  

                                                             
29

 Undang-Undang No 7 Tahun 2017 
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2. Warga Negara Indonesia;  

3. Berpendidikan paling rendag tamat sekolah 

menengah atas, madrasah aliyah sekolah 

menengah kejuruan, madrasah aliyah kejurusan, 

atau sekolah lain yang sederajat;  

4. Terdaftar sebagai pemilih;  

5. Sehat jasmani, rohani, dan bebas dari 

penyalahgunaan narkotika;  

6. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan 

putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum 

tetap karena melakukan tindak pidana yang 

diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau 

lebih. 

 

D. Pelanggaran Administrasi Pemilu 

     Pelanggaran administratif Pemilu dalam Undang-Undang 

Nomor 7 tahun 2017 tidak diberi definisi ataupun cakupan. 

Pada Pasal 460 ayat (1) dinyatakan bahwa pelanggaran 

administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, 

prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi 

Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu. Ayat 

(2) dari pasal ini memberikan penegasan bahwa pelanggaran 

administratif  tersebut tidak termasuk tindak pidana Pemilu 

dan pelanggaran kode etik. Contoh pelanggaran administratif 

tersebut misalnya; tidak memenuhi syarat-syarat untuk 

menjadi peserta pemilu, menggunakan fasilitas pemerintah, 

tempat ibadah dan tempat pendidikan untuk berkampanye, 

tidak melaporkan rekening awal dana kampanye, pemantau 

pemilu melanggar kewajiban dan larangan dll. Tahapan yang 

sangat rentan terjadinya pelanggaran adalah pada tahapan 

kampanye. Kampanye adalah kegiatan dalam rangka 

meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan 

program pasangan calon. Para pasangan calon ini dapat 

membentuk tim kampanye yang membantu penyelenggaraan 



 

 

25 

kampanye serta bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis 

penyelenggaraan kampanye.
30

 

     Bentuk pelanggaran administrasi yang seringkali terjadi di 

antaranya adalah Daftar Pemilih Sementara (DPS) tidak 

diumumkan, Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang tidak akurat, 

ketidaksesuaian berkas syarat pencalonan, kesalahan dalam 

pemasangan alat peraga kampanye, dan surat undangan 

pemilih yang tidak dibagi. Pelanggaran administratif  Pemilu 

ini hanya disebutkan pelanggarannya saja (yakni pelanggaran 

terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan 

dengan administrasi Pemilu dalam setiap tahapan 

penyelenggaraan Pemilu) serta tidak disebutkan siapa subjek 

pelanggarannya. Tata cara, prosedur atau mekanisme di tiap 

tahapan penyelenggaraan Pemilu sangat luas dan banyak di 

dalam Undang-Undang Pemilu ini. Jadi pelanggaran 

administrasi Pemilu tidak hanya dapat terjadi pada peserta 

calon Pemilu namun bisa terjadi pada KPU maupun Bawaslu. 

     Terdapat empat putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, 

Bawaslu Kabupaten/Kota untuk penyelesaian pelanggaran 

administratif  Pemilu yakni: 

a. Perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur atau 

mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan;  

b. Teguran tertulis;  

c. Tidak diikutkan pada tahapan tertentu dalam 

Penyelenggaraan Pemilu; dan   

d. Sanksi administratif  lainnya sesuai dnegan ketentuan 

dalam Undang-Undang Pemilu
31

. 

     Penyelesaian pelanggaran administratif  Pemilu ini adalah 

bahwa di antara sanksi administratif yang dipandang sangat 

serius adalah pembatalan sebagai calon anggota. Pasal 463 

ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menyatakan 

bahwa dalam hal terjadi pelanggaran administratif Pemilu 

sebagaimana dimaksud Pasal 460 yang terjadi secara 

                                                             
30

 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan 

Umum Pasal 460 
31

 Ibid., Pasal 461 Ayat (6) 
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terstruktur, sistematis dan massif, Bawaslu menerima, 

memeriksa, dan merekomendasikan pelanggaran administratif  

Pemilu dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja. 

KPU wajib menindaklanjuti putusan Bawaslu dengan 

menerbitkan keputusan KPU dalam waktu paling lambat 3 

hari kerja terhitung sejak diterbitkannya putusan Bawaslu
32

. 

Keputusan KPU tersebut dapat berupa sanksi administratif  

pembatalan calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD 

kabupaten/kota, dan pasangan calon Presiden dan Wakil 

Presiden.
33

 

     Dijelaskan dalam Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 18 

tentang Pelanggaran Administratif Pemilu terkait siapa saja 

Pelapor dan Terlapor. Pelapor dugaan Pelanggaran 

Administratif Pemilu dan Pelanggaran Administratif Pemilu 

TSM yaitu : 

a. Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih;  

b. Peserta Pemilu; dan atau  

c. Pemantau Pemilu.    

     Sedangkan yang disebut Terlapor dibagi menjadi dua yaitu 

Terlapor dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan 

Pelanggaran Administratif Pemilu TSM. Terlapor dugaan 

Pelanggaran Administratif Pemilu yaitu:  

a. Calon anggota DPR;  

b. Calon anggota DPD;  

c. Calon anggota DPRD Provinsi;  

d. Calon anggota DPRD Kabupaten/Kota;  

e. Pasangan calon 

f. Tim Kampanye;  

g. Penyelenggara Pemilu;  

 Terlapor dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu 

TSM yaitu;  

a. Calon anggota DPR;  

b. Calon anggota DPD;  

c. Calon anggota DPRD Provinsi;  

d. Calon anggota DPRD Kabupaten/Kota dan / atau  

                                                             
32

 Ibid., Pasal 463 Ayat (3) 
33

 Ibid., Pasal 463 Ayat (4) 
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e. Pasangan calon. 

     Mekanisme penyelesaian pelanggaran administratif 

Pemilu telah dijelaskan dalam Pasal 461 Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan 

Umum :  

1. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu 

Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji 

dan memutuskan pelanggaran administratif 

Pemilu;  

2. Panwaslu Kecamatan menerima, memeriksa, 

mengkaji, dan membuat rekomendasi atas hasil 

kajiannya mengenai pelanggaran administratif 

Pemilu kepada pengawas Pemilu secara 

berjenjang;  

3. Pemeriksaan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, 

Bawaslu Kabupten/Kota harus dilakukan secara 

terbuka;  

4. Dalam hal diperlukan sesuai kebutuhan tindak 

lanjut penanganan pelanggaran Pemilu, Bawaslu, 

Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dapat 

melakukan investigasi;  

5. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu 

Kabupten/Kota untuk penyelesaian pelanggaran 

administratif Pemilu berupa: 

a. Perbaikan administrasi terhadap tata cara, 

prosedur atau mekanisme sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan;  

b. Teguran tertulis;  

c. Tidak diikutkan pada tahapan tertentu 

dalam Penyelenggaraan Pemilu; dan  

d. Sanksi administratif  lainnya sesuai 

dnegan ketentuan dalam Undang-Undang 

Pemilu. 

     Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu 

harus memenuhi syarat formil dan materil. Syarat 

formil harus memuat :  
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a) Identitas Pelapor yang terdiri atas nama, alamat, 

nomor telepon dan fotokopi KTP dari Dinas 

Kependudukan dan Catatan Sipil setempat;  

b) Identitas terlapor terdiri atas nama, alamat dan 

kedudukan atau status dalam penyelenggaraan 

Pemilu;  

Syarat materil harus memuat:  

a. Objek pelanggaran yang dilaporkan, beserta 

waktu peristiwa, tempat peristiwa, saksi, bukti 

lainnya dan riwayat/uraian peristiwa;  

b. Hal yang diminta untuk diputuskan.    

Setelah Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu 

Kabupten/Kota telah mengeluarkan putusannya, 

maka KPU, KPU Provinsi, dan KPU 

Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti paling 

lama 3 hari kerja sejak tanggal putusan 

dibacakan. 

 

E. Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) 

     Produktivitas Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu 

dibentuk berdasarkan perintah Undang-Undang Nomor 22 

Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu. Sebelumnya, 

Pengawas Pemilu merupakan lembaga adhoc yaitu Panitia 

Pengawas Pemilu atau Panwaslu.Tepatnya tahun 1982 Undang-

undang memerintahkan pembentukan Panitia Pengawas 

Pelaksanaan Pemilu atau Panwaslak Pemilu, yang melekat pada 

Lembaga Pemilihan Umum atau LPU. Baru pada tahun 2003 

Panwaslu dilepaskan dari struktur Komisi Pemilian Umum atau 

KPU.
34

 

     Adapun Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Pengawas 

Pemilu berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

2017 tentang Pemilihan Umum adalah sebagai berikut :
35

 

Bawaslu bertugas : 

                                                             
34

 Sejarah Pengawasan Pemilu, 

http://www.bawaslu.go.id/id/profil/sejarah pengawasan-pemilu, Akses 

pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2022 pukul 11.14 wib 
35

 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum 

http://www.bawaslu.go.id/id/profil/sejarah
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a. Menyusun standar tata laksana pengawasan 

Penyelenggaraan Pemiluuntuk pengawas Pemilu di setiap 

tingkatan.  

b. Melakukan pencegahan dan penindakan terhadapSengketa 

proses Pemilu  

c. Mengawasi persiapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri 

atas Perencanaan dan penetapan jadwal tahapan Pemilu, 

Perencanaan pengadaan logistik oleh KPU, Sosialisasi 

Penyelenggaraan Pemilu, dan Pelaksanaan persiapan lainnya 

dalam Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan.  

d. Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu, 

yang terdiri atasPemutakhiran data pemilih dan penetapan 

daftar pemilih sementara serta daftar pemilih tetap, Penataan 

dan penetapan daerah pemilihan DPRD kabupaten/kota, 

Penetapan Peserta Pemilu, Pencalonan sampai dengan 

penetapan Pasangan Calon, calon anggota DPR, calon 

anggota DPD, dan calon anggota DPRD sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan, Pelaksanaan dan 

dana kampanye, Pengadaan logistik Pemilu dan 

pendistribusiannya, Pelaksanaan pemungutan suara dan 

penghitungan suara hasil Pemilu di TPS, Pergerakan surat 

suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil 

penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK, 

Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK, 

KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU, 

Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, 

Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan, danPenetapan hasil 

Pemilu.  

e. Mencegah terjadinya praktik politik uang.  

f. Mengawasi netralitas aparatur sipil negara, netralitas 

anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota 

Kepolisian Republik Indonesia.  

g. Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan, yang terdiri 

atasPutusan DKPP, Putusan pengadilan mengenai 

pelanggaran dan sengketa Pemilu, Putusan/keputusan 

Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu kabupaten/ Kota, 
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Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, 

Keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran 

netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara 

Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian 

Republik Indonesia.  

h. Menyampaikan dugaan pelanggaran kode etik 

Penyelenggara Pemilu kepada DKPP. i. Menyampaikan 

dugaan tindak pidana Pemilu kepada Gakkumdu.  

i. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta 

melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi 

arsip sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundangundangan. k. Mengevaluasi pengawasan Pemilu.  

j. Mengawasi pelaksanaan Peraturan KPU. m. Melaksanakan 

tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

Bawaslu berwenang :
36

 

a. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan 

dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan 

peraturan perundangundangan yang mengahrr mengenai 

Pemilu.  

b. Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran, 

administrasi Pemilu.  

c. Memeriksa, mengkaji, dan memuttrs pelanggaran politik 

uang.  

d. Menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, 

dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu.  

e. Merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan 

mengenai hasil pengawasan terhadap netralitas aparatur 

sipil-negara, netralitas anggota Tentara Nasional 

Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik 

Indonesia.  

f. Mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan 

kewajiban Bawaslu Provinsi dan Bawaslu 

Kabupaten/Kota secara berjenjang jika Bawaslu Provinsi 

                                                             
36

 Tugas, Kewenangan, dan Kewajiban Bawaslu, dalam 

http://www.bawaslu.go.id/id/profil/tugas-wewenang-dan-kewajiban, 

Akses pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2022 pukul 11.22 wib 
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dan Bawaslu Kabupaten Kota berhalangan sementara 

akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan.  

g. Meminta bahan keterangan yang dibuhrhkan kepada 

pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan 

pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, dugaan 

tindak pidana Pemilu, dan sengketa proses Pemilu.  

h. Mengoreksi putusan dan rekomendasi Bawaslu Provinsi 

dan Bawaslu Kabupaten/Kota apabila terdapat hal yang 

bertentangan dengan ketentuan peraturan 

perundangundangan.  

i. Membentuk Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ 

Kota, dan Panwaslu LN.  

j. Mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota 

Bawaslu Provinsi, anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, dan 

anggota Panwaslu LN. 

k. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

 

Bawaslu berkewajiban:  

a. Bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenang.  

b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap 

pelaksanaan tugas Pengawas Pemilu pada semua 

tingkatan.  

c. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada 

Presiden dan DPR sesuai dengan tahapan Pemilu secara 

periodik darr/atau berdasarkan kebutuhan.  

d. Mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih 

secara berkelanjutan yang ditakukan oleh KPU dengan 

memperhatikan data kependudukan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundangundangan.  

e. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan 

perundangundangan.  
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F. Kampanye 

     Kampanye Pemilu merupakan bagian dari pendidikan 

politik masyarakat dan dilaksanakan secara bertanggung 

jawab. Kampanye Pemilu dilaksanakan secara serentak 

antara Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 

dengan Kampanye Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD. 

Metode Kampanye berdasarkan Undang-Undang No 7 

Tahun 2017 Pasal 275 ayat 1 berbunyi : 

Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 267 

dapat dilakukan melalui:   

a. pertemuan terbatas;   

b. pertemuan tatap muka;  

c. penyebaran bahan Kampanye Pemilu kepada umum;   

d. pemasangan alat peraga di tempat umum;   

e. media sosial;  

f. iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan 

internet;  

g. rapat umum;  

h. debat Pasangan Calon tentang materi Kampanye 

Pasangan Calon; dan   

i. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye 

Pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Larangan dalam Kampanye berdasarkan Undang-Undang 

No 7 Tahun 2017 Pasal 280 berbunyi : 

Pelaksana, peserta, dan tim Kampanye Pemilu dilarang:  

a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik 

Indonesia;   

b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan 

Negara Kesatuan Republik Indonesia;   

c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, 

dan/atau Peserta Pemilu yang lain;   

d. menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun 

masyarakat;  

e. mengganggu ketertiban umum;  
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f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau 

menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, 

sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Peserta Pemilu 

yang lain;   

g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye 

Peserta Pemilu;   

h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan 

tempat pendidikan;   

i. membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau 

atribut selain dari tanda gambar dan/atau atribut Peserta 

Pemilu yang bersangkutan; dan 

j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya 

kepada peserta Kampanye Pemilu. 
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BAB III 

DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN 

 

A. Profil Kota Bandar Lampung 

1. Sejarah Singkat Kota Bandar Lampung 

     Kota Bandarlampung merupakan ibukota dari Provinsi 

Lampung. Dalam sejarahnya sebelum menjadi Kota 

Bandarlampung, dahulunya merupakan gabungan dari dua 

kota kembar Tanjung Karang dan Kota Teluk Betung. 

Kedua kota kembar tersebut sebelumnya adalah bagian 

dari kabupaten Lampung Selatan. Namun demikian setelah 

dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 

yang kemudian memisahkan kedua kota tersebut dari 

kabupaten Lampung Selatan dan mulai diperkenalkan 

dengan istilah penyebutan Kota Tanjung Karang- Teluk 

Betung. 

     Pada perkembangannya selanjutnya, status Kota 

Tanjungkarang dan Kota Telukbetung terus berubah dan 

mengalami beberapa kali perluasan hingga pada tahun 

1965 setelah keresidenan Lampung dinaikkan statusnya 

menjadi Provinsi Lampung berdasarkan Undang-Undang 

Nomor 18 Tahun 1965. Kota tanjungkarang–telukbetung 

berubah menjadi Kotamadya daerah tingkat II 

Tanjungkarang–Telukbetung dan sekaligus menjadi 

ibukota provinsi Lampung 

     Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 

1983 Kotamadya daerah tingkat II Tanjungkarang-

Telukbetung berubah menjadi Kotamadya daerah tingkat II 

Bandarlampung (Lembaran Negara tahun 1983 Nomor 30, 

tambahan lembaran negara Nomor 3254), kemudian 

berdasarkan keputusan menteri dalam negeri Nomor 43 

Tahun 1998 tentang perubahan tata naskah dinas 

lingkungan pemerintah kabupaten/kotamadya daerah 

tingkat II seindonesia yang kemudian ditindaklanjuti 

dengan keputusan Wali kota Bandarlampung  Nomor 17 

Tahun 1999 terjadi perubahan penyebutan nama dari “ 

pemerintah Kotamadya daerah tingkat II Bandarlampung ” 

35 
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menjadi “ pemerintah Kota Bandarlampung ” dan tetap 

dipergunakan hingga saat ini. 

2. Wilayah Administrasi 

     Secara geografis Kota Bandar Lampung terletak pada 

5020‟ sampai dengan 5030‟ Lintang Selatan dan 105028‟ 

sampai dengan 105037‟ Bujur Timur. Kota Bandar 

Lampung memiliki luas wilayah daratan 19.722 Ha 

(197,22 KM2) dan luas perairan kurang lebih 39,82 KM2 

yang terdiri atas Pulau Kubur dan Pulau Pasaran. Jumlah 

kecamatan dan kelurahan yang ada sebanyak 20 

Kecamatan dan 126 Kelurahan. Secara administratif Kota 

Bandar Lampung bebatasan langsung dengan beberapa 

wilayah Kabupaten di Provinsi Lampung, yaitu: 

 Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Natar 

Kabupaten Lampung Selatan  

 Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan 

Padang Cermin Kabupaten Pesawaran dan 

Kecamatan Ketibung Kabupaten Lampung Selatan 

serta Teluk Lampung  

 Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan 

Gedung Tataan dan Kecamatan Padang Cermin 

Kabupaten Pesawaran  

 Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan 

Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan 

 

     Sebagian besar wilayah Kota Bandar Lampung berada 

pada ketinggian antara 0 – 500 meter dari permukaan laut, 

kecuali sebagian wilayah Kecamatan Kedaton, Tanjung 

Karang Barat dan Kecamatan Kemiling berada pada 

ketinggian antara 500 – 700 meter dari permukaan laut. 
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Tabel 1.3 

Wilayah Administrasi Kota Bandar Lampung 

No Kecamatan Luas (Ha) 

1.  Kedaton 457 

2.  Sukarame 1475 

3.  Tanjung Karang Barat 1064 

4.  Panjang 1415 

5.  Tanjung Karang Timur 203 

6.  Tanjung Karang Pusat 405 

7.  Teluk Betung Selatan 380 

8.  Teluk Betung Barat 1102 

9.  Teluk Betung Utara 425 

10.  Rajabasa 636 

11.  Tanjung Senang 1780 

12.  Sukabumi 2821 

13.  Labuhan Ratu 864 

14.  Wayhalim 535 

15.  Langkapura 736 

16.  Enggal 349 

17.  Kedamaian 875 

18.  Teluk Betung Timur 1142 

19.  Kemiling 2505 

20.  Bumi Waras 465 

 Jumlah 19.722 

Sumber : RTRW Kota Bandar Lampung 2011-2020 

3. Topografi Kota Bandar Lampung 

     Topografi Kota sangat beragam, mulai dari dataran, 

pantai sampai kawasan perbukitan hingga bergunung, 

dengan ketinggian permukaan antara 0-700 M diatas 

permukaan laut,  daerah dengan topografi perbukitan 

hingga bergunung membentang dari arah Barat ke Timur 

dengan puncak tertinggi pada Gunung Dibalau serta 

perbukitan Batu Serampok disebelah Timur. Topografi 

tiaptiap wilayah di Kota Bandarlampung adalah sebagai 

berikut:  
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a. Wilayah pantai terdapat disekitar Teluk Betung dan Pulau 

Panjang dan Pulau di bagian Selatan  

b. Wilayah landai/dataran terdapat di Sekitar Kedaton dan 

Sukarame di bagian Utara  

c. Wilayah perbukitan terdapat di sekitar Teluk Betung 

bagian Utara  

d. Wilayah dataran tinggi dan sedikit bergunung terdapat di 

sekitar Tanjung Karang bagian Barat yaitu wilayah 

Gunung Betung, Sukadana Ham, dan Gunung Dibalau 

serta perbukitan Batu Serampok di bagian Timur.  

     Dilihat dari ketinggian yang dimiliki, Kecamatan Kedaton 

dan Rajabasa merupakan wilayah dengan ketinggian paling 

tinggi dibandingkan dengan kecamatan-kecamatan lainnya 

yaitu berada pada ketinggian maksimum 700 mdpl. 

Sedangkan Kecamatan Teluk Betung Selatan dan Kecamatan 

Panjang memiliki ketinggian masing-masing hanya sekitar 2-5 

mdpl atau kecamatan dengan ketinggian paling 

rendah/minimum dari seluruh wilayah di Kota 

Bandarlampung.
37

 

 

4. Demografi Kota Bandar Lampung 

     Kota Bandarlampung memiliki luas wilayah daratan seluas 

197,22 Km2 dengan populasi penduduk sekitar 1.166.066 jiwa 

dan  59 kepadatan 5.322/km2 (berdasarkan hasil sensus 

penduduk 2020) yang terbagi kedalam 20 Kecamatan dan 126 

Kelurahan yakni: 
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 Dokumen Profil Kota Bandarlampung Tahun 2020 
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Tabel 1.4 

Daftar Nama-Nama Kecamatan di Kota Bandar Lampung 

 

Kecamatan  Jumlah 

Kelurahan 

Daftar Kelurahan 

Teluk Betung Barat 5 

Bakung, Batu 

Putuk, Kuripan, 

Negeri Olok 

Gading dan 

Sukarame II 

Teluk Betung Timur 6 

Keteguhan, Kota 

Karang, Kota 

Karang Raya, 

Perwata, Sukamaju 

dan Way Tataan 

Teluk Betung 

Selatan 
6 

Gedung Pakuan, 

Gunung Mas, 

Pesawahan, Sumur 

Putri, Talang dan 

Teluk Betung 

Teluk Betung Utara 6 

Gulak Galik, 

Kupang Kota, 

Kupang Raya, 

Kupang Teba, 

Pengajaran dan 

Sumur Batu 

Panjang 8 

Karang Maritim, 

Ketapang, 

Ketapang Kuala, 

Panjang Selatan, 

Panjang Utara, 

Pidada, Serengsem 

dan Way lunik 

Bumi Waras 5 

Bumi Raya, Bumi 

Waras, Garuntang, 

Kangkung dan 

Sukaraja 
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Tanjung Karang 

Timur 
5 

Kebon Jeruk, Kota 

Baru, Sawah 

Brebes, Sawah 

Lamadan Tanjung 

Agung 

Tanjung Karang 

Barat 
7 

Gedong Air, 

Kelapa Tiga 

Permai, Segala 

Mider, 

Sukadanaham, 

Sukajawa, 

Sukajawa Baru dan 

Susunan Baru 

Tanjung Karang 

Pusat 
7 

Durian paying, 

Gotong royong, 

Kaliawi, Kaliawi 

persada, Kelapa 

tiga, Palapa dan 

Pasar gintung 

Enggal 6 

Enggal, Gunung 

Sari, Pahoman, 

Pelita, Rawa Laut 

dan Tanjung 

Karang 

Kedamaian 7 

Bumi Kedamaian, 

Kalibalau Kencana, 

Kedamaian, 

Tanjung Agung 

Raya,Tanjung 

Baru, Tanjung 

Gading dan 

Tanjung Raya 

Kemiling 9 

Beringin Jaya, 

Beringin Raya, 

Kedaung, Kemiling 

Permai, Kemiling 

Raya, Pinang Jaya, 
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Pinang Raya, 

Sumber Agung, 

Sumber Rejo, 

Sumber Rejo 

Sejahtera 

Langkapura 5 

Billabong jaya, 

Gunung agung, 

Gunung terang, 

Langkapura dan 

Langkapura baru 

 

Kedaton  7 

Kedaton, 

Penengahan, 

Penengahan raya, 

Sidodadi, 

Sukamenanti, 

Sukamenanti baru 

dan Surabaya 

Rajabasa 7 

Gedong meneng, 

Gedong meneng 

baru, Rajabasa, 

Rajabasa jaya, 

Rajabasa nunyai, 

Rajabasa pramuka 

dan Rajabasa raya 

 

Labuhan 

Ratu 
6 

Kampung baru, 

Kampung baru 

raya, Kota sepang, 

Labuhan ratu, 

Labuhan raya dan 

Sepang jaya 

Tanjung 

Senang 
5 

 

Labuhan dalam, 

Pematang wangi, 

Perumnas Way 

kandis, Tanjung 
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senang dan Way 

kandis 

 

Wayhalim  6 

 

Gunung sulah, 

Jagabaya I, 

Jagabaya II, 

Jagabaya III, 

Perumnas Way 

halim dan Way 

halim permai 

 

Sukabumi 7 

 

Camping jaya, 

Campang raya, 

Nusantara permai, 

Sukabumi, 

Sukabumi indah, 

Way gubak dan 

Way laga 

 

Sukarame 6 

 

Korpri jaya, Korpri 

raya, Sukarame, 

Sukarame baru, 

Waydadi, Waydadi 

Baru 

 

TOTAL 126 Kelurahan  

 

B. Profil Bawaslu Kota Bandar Lampung 

      Bawaslu yang semulanya Panwas berubah pada bulan 

Agustus 2018 yang dimana pembentukan bawaslu 

kabupaten/kota diamanatkan oleh Undang- Undang Nomor 10 

Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang 

Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan 
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Pemerintah Pengganti   Undang-Undang   Nomor   1   Tahun   

2014   Tentang   Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota 

Menjadi Undang-Undang. Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang 

tersebut menyatakan bahwa Bawaslu Kabupaten/Kota 

dibentuk paling l lambat 1 (satu) bulan sebelum tahapan 

persiapan penyelenggaraan Pemilihan dimulai dan dibubarkan 

paling lambat 2 (dua) bulan setelah seluruh tahapan 

penyelenggaraan Pemilihan selesai. Berdasarkan hal tersebut, 

maka Bawaslu Kota Bandar Lampung mulai bekerja sejak 

bulan Agustus tahun 2017. 

     Sedangkan secara teknis, mekanisme rekrutmen 

Panwaslu Kab/Kota diatur dalam Peraturan Badan Pengawas 

Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 

Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Badan Pengawas 

Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2012 Tentang 

Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu 

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia 

Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota,Panitia 

Pengawas   Pemilihan   Umum   Kecamatan,   Pengawas   

Pemilihan   Umum Lapangan, dan Pengawas Pemilihan 

Umum Luar Negeri. 

     Seperti diterangkan sebelumnya bahwa Bawaslu Kota 

Bandar Lampung dalam menjalankan tugas dan 

wewenangnya, secara administratif dibantu oleh sekretariat 

Bawaslu Kota. Hal itu dijelaskan dalam pasal Pasal 11 

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 

Tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang, Dan Tata 

Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, 

Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi,  

Sekretariat  Panitia  Pengawas  Pemilihan  Umum  

Kabupaten/Kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan 

Umum Kecamatan yang menyatakan bahwa Sekretariat 

Bawaslu Kabupaten/kota mempunyai tugas memberikan 

dukungan administratif dan teknis operasional kepada 

Bawaslu Kabupaten/Kota.
38
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 Candrawansah, wawancara ketua Badan Pengawas Pemilihan 

Umum Kota Bandar Lampung, 19 April 2021 
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     Jajaran  Bawaslu  Kota  Bandar  Lampung  selain  terdiri  

dari  3  Orang Anggota bawaslu dan Kepala Sekretariat juga 

terdiri dari 13 orang Pelaksana Non PNS dan 2 orang 

Pelaksana PNS. Kemudian  dalam membantu tugas 

Anggota Bawaslu, wilayah kerja Pelaksana Non PNS dibagi 

sesuai dengan kemampuan dan keahliannya mengikuti 

wilayah kerja Anggota Bawaslu Kota Bandar Lampung. 

     Dari 13 Pelaksana Non PNS tersebut, 9 orang ditempatkan 

pada tiga wilayah kerja, 1 orang sebagai staf pengelola 

keuangan dan 3 orang sebagai staf   pendukung.   Sementara   

pelaksana   Non   PNS   ditempatkan   sebagai Bendahara 

Pelaksana Pembantu (BPP) untuk anggaran yang bersumber 

dari APBD dan APBN.Adapun susunan struktur Bawaslu 

Kota Bandar Lampung adalah sebagai berikut : 

Ketua   : 1 Orang  

Anggota   : 2 Orang  

Kepala Sekretariat  : 1 Orang  

Pelaksana PNS  : 2 Orang  

Pelaksana Non PNS : 13 Orang  

Alat Kelengkapan : : Divisi/ Pokja  

Panwascam  : 60 Orang 

        Sementara itu mendukung kelancaran tugas dan fungsi 

Bawaslu dalam melaksanakan pengawasan penyelenggaraan 

Pemilihan yang efektif dan efisien, maka Bawaslu Kota 

Bandar Lampung melakukan pembagian wilayah kerja dengan 

rincian sebagai berikut : 

Ketua        : Divisi Pencegahan dan Hubungan antar 

Lembaga 

 

Anggota    : Divisi Organisasi & SDM 

 

Anggota    : Divisi Divisi Penindakan Pelanggaran 

     Untuk diketahui bahwa Anggota Bawaslu Kota 

Bandar Lampung menetapkan pembagian wilayah 

kerja dan menunjuk Ketua berdasarkan hasil Rapat 

Pleno anggota Bawaslu tersebut. Sementara itu untuk 

memberikan dukungan terhadap tugas Anggota 
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Bawaslu, maka Pelaksana Non PNS dibagi pula  ke  

dalam  3  wilayah  kerja/Divisi  sesuai  dengan  

keahliannya  masing- masing. Berdasarkan uraian 

tersebut diatas, susunan organisasi Bawaslu Kota 

dapat dilihat dalam skema berikut: 

Gambar 1 

Bagan Struktur Organisasi 

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung 
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Tabel 1.5 

Sekretariat Bawaslu Kota Bandar Lampung 
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     Pengorganisasian Tugas dan wewenang badan pengawas 

pemilihan umum kota bandar lampung  pada  pemilihan  

umum 2019  sudah  diatur  dalam Undang-Undang Nomor 

7 Tahun 2017  bahwa Tugas dan wewenang Badan 

Pengawas Kabupaten/Kota adalah : 

a. Menyusun standar tata laksana pengawasan 

Penyelenggaraan Pemiluuntuk pengawas Pemilu di setiap 

tingkatan.  

b. Melakukan pencegahan dan penindakan 

terhadapSengketa proses Pemilu  

c. Mengawasi persiapan Penyelenggaraan Pemilu, yang 

terdiri atas Perencanaan dan penetapan jadwal tahapan 

Pemilu, Perencanaan pengadaan logistik oleh KPU, 

Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu, dan Pelaksanaan 

persiapan lainnya dalam Penyelenggaraan Pemilu sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  

d. Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan 

Pemilu, yang terdiri atasPemutakhiran data pemilih dan 

penetapan daftar pemilih sementara serta daftar pemilih 

tetap, Penataan dan penetapan daerah pemilihan DPRD 

kabupaten/kota, Penetapan Peserta Pemilu, Pencalonan 

sampai dengan penetapan Pasangan Calon, calon anggota 

DPR, calon anggota DPD, dan calon anggota DPRD 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, 

Pelaksanaan dan dana kampanye, Pengadaan logistik 

Pemilu dan pendistribusiannya, Pelaksanaan pemungutan 

suara dan penghitungan suara hasil Pemilu di TPS, 

Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, 

dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS 

sampai ke PPK, Rekapitulasi hasil penghitungan 

perolehan suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU 

Provinsi, dan KPU, Pelaksanaan penghitungan dan 

pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu 

susulan, danPenetapan hasil Pemilu.  
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e. Mencegah terjadinya praktik politik uang.  

f. Mengawasi netralitas aparatur sipil negara, netralitas 

anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas 

anggota Kepolisian Republik Indonesia.  

g. Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan, yang terdiri 

atasPutusan DKPP, Putusan pengadilan mengenai 

pelanggaran dan sengketa Pemilu, Putusan/keputusan 

Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu kabupaten/ 

Kota, Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU 

Kabupaten/Kota, Keputusan pejabat yang berwenang 

atas pelanggaran netralitas aparatur sipil negara, 

netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan 

netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia.  

h. Menyampaikan dugaan pelanggaran kode etik 

Penyelenggara Pemilu kepada DKPP. i. Menyampaikan 

dugaan tindak pidana Pemilu kepada Gakkumdu.  

i. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta 

melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi 

arsip sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundangundangan. k. Mengevaluasi pengawasan 

Pemilu.  

j. Mengawasi pelaksanaan Peraturan KPU. m. 

Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

Bawaslu berwenang :
39

 

l. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan 

dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan 

peraturan perundangundangan yang mengahrr mengenai 

Pemilu.  

m. Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran, 

administrasi Pemilu.  

n. Memeriksa, mengkaji, dan memuttrs pelanggaran politik 

uang.  

                                                             
39

 Tugas, Kewenangan, dan Kewajiban Bawaslu, dalam 

http://www.bawaslu.go.id/id/profil/tugas-wewenang-dan-kewajiban, 

Akses pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2022 pukul 11.22 wib 
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o. Menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, 

dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu.  

p. Merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan 

mengenai hasil pengawasan terhadap netralitas aparatur 

sipil-negara, netralitas anggota Tentara Nasional 

Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik 

Indonesia.  

q. Mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan 

kewajiban Bawaslu Provinsi dan Bawaslu 

Kabupaten/Kota secara berjenjang jika Bawaslu Provinsi 

dan Bawaslu Kabupaten Kota berhalangan sementara 

akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan.  

r. Meminta bahan keterangan yang dibuhrhkan kepada 

pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan 

pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, dugaan 

tindak pidana Pemilu, dan sengketa proses Pemilu.  

s. Mengoreksi putusan dan rekomendasi Bawaslu Provinsi 

dan Bawaslu Kabupaten/Kota apabila terdapat hal yang 

bertentangan dengan ketentuan peraturan 

perundangundangan.  

t. Membentuk Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ 

Kota, dan Panwaslu LN.  

u. Mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota 

Bawaslu Provinsi, anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, dan 

anggota Panwaslu LN. 

v. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

Bawaslu berkewajiban:  

f. Bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenang.  

g. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap 

pelaksanaan tugas Pengawas Pemilu pada semua 

tingkatan.  

h. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada 

Presiden dan DPR sesuai dengan tahapan Pemilu secara 

periodik darr/atau berdasarkan kebutuhan.  
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i. Mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih 

secara berkelanjutan yang ditakukan oleh KPU dengan 

memperhatikan data kependudukan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundangundangan. e. 

Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan 

perundangundangan. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA 

 

A. Keberhasilan Bawaslu Kota Bandar Lampung dalam 

Pengajuan Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pada 

Pemilu 2019 

     Berdasarkan data yang kami dapatkan dari Bawaslu 

Kota Bandar Lampung terdapat 7 Pelanggaran 

Administrasi yang diproses oleh Bawaslu Kota Bandar 

Lampung dan dari ke 7 Pelanggaran tersebut dilakukan 

pada satu tahapan yaitu Tahapan Kampanye maka peneliti 

melakukan pembahasan dan penelitian berdasarkan 

Perbawaslu No.7 Tahun 2018 Tentang Penanganan 

Temuan dan Laporan Penanganan Pelanggaran Pemilihan 

Umum. 

1. Rekomendasi sebagai penemuan hukum 

      Berkaitan dengan Pelanggaran yang diproses oleh 

Bawaslu Kota Bandar Lampung, bahwa terdapat 

rekomendasi sanksi yang ditujukan ke instansti terkait 

yang telah diajukan oleh Bawaslu Kota Bandar Lampung 

kepada Peserta Pemilu 2019 yang melanggar untuk 

diproses sesuai peraturan perundang-undangan diantaranya 

adalah : 

 

Tabel 1.6 

Data Pelanggaran Administrasi 

 

No Nomor 

Registrasi 

Terlapor Tahapan Putusan dan 

Rekomendasi 

1. 

001 / TM / 

ADM / Kot / 

08.01 / 

XXI/2018. 

H.Erwansyah Kampanye 

Memerintahkan 

kepada kpu kota  

Bandar lampung 

memberikan 

teguran tertulis 

2. 

002/ADM.BER

KAS/BWSL.LA

MPUNG/XI/201

Donald 

Harris 

Sihotang, 

Kampanye 

Memerintahkan 

kepada kpu kota  

Bandar lampung 

51 
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8 S.E memberikan 

teguran tertulis 

3. 

003/ADM.BER

KAS/BWSL.08.

00/XI/2018 

Hi.Rifa‟I, 

S.H 
Kampanye 

Memerintahkan 

kepada KPU 

Provinsi 

Lampung untuk 

menindaklanjuti 

sesuai dengan 

peraturan 

perundang – 

undangan yang 

berlaku. 

4. 

002/TM/PL/AD

M/Kot/08.01/XI

I/2018. 

Nelly 

Farlinza, S.H 
Kampanye 

Memerintahkan 

kepada KPU Kota 

Bandar Lampung 

memberikan 

teguran  tertulis 

5. 

003/TM/PL/AD

M/Kot/08.01/I/2

019. 

Hj. Siska, 

S.E 
Kampanye 

Memerintahkan 

kepada KPU Kota 

Bandar Lampung 

memberikan 

teguran  tertulis 

6. 

004/TM/PL/AD

M/Kot/08.01/II/

2019. 

H. Yusirwan, 

S.E.,  M.H. 
Kampanye 

Memerintahkan 

kepada Bawaslu 

Provinsi 

Lampung 

memberikan 

teguran tertulis 

7.  

005/TM/PL/AD

M/Kot/08.01/II/

2019. 

Dr. H. 

Muhammad 

Kadafi, SH., 

M.H 

Kampanye 

Memerintahkan 

kepada Bawaslu 

Provinsi 

Lampung 

memberikan 

teguran tertulis 

 

     Berdasarkan data rekomendasi diatas bahwa Bawaslu 

Kota Bandar Lampung memproses Semua Pelanggaran 
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yang terjadi pada tahapan Kampanye.  maka penulis 

melakukan analisis terkait keberhasilan Bawaslu Kota 

Bandar Lampung dalam pengajuan rekomendasi 

pelanggaran administrasi pemilu 2019 sebagai berikut : 

1. Berdasarkan Putusan Bawaslu Kota Bandar 

Lampung Nomor: 001 / TM / ADM / Kot / 08.01 / 

XXI/2018. 

     Pelanggaran administratif yang dilakukan salah satu 

caleg dari Partai Amanat Nasional atas Nama H. 

Erwansyah calon anggota DPRD Dapil IV kota bandar 

lampung memperkenalkan diri sebagai calon anggota 

DPRD kota bandar lampung pada acara arisan PKK RT 

12 dan memeberikan kuis kepada peserta arisan dengan 

hadiah berupa uang Rp. 50.000 bagi ketiga orang 

pemenang kuis yang diberikan berupa pertanyaan 

bagaimana mencoblos dengan baik dan benar dan 

membagikan bahan kampanye kepada peserta arisan 

berupa mug pada kegiatan kampanye tersebut diketahui 

tidak menggunakan STTP (surat tanda terima 

pemberitahuan) kampanye, ini sudah menyalahi aturan 

atau SOP (Standar Operating Procedure) yang dimana 

yang disebutkan di dalam PKPU (Peratuan KPU) Nomor 

33 Tahun 2018, tentang kampanye pemilihan umum, 

terdapat ketentuan tentang pertemuan terbatas. 

     Berdasarkan Kronologi diatas bahwa terlapor 

melanggar Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 33 

Tahun 2018 tentang kampanye Pemilihan Umum Pasal 

27 ayat 1 yang berbunyi :” Petugas Kampanye pertemuan 

terbatas wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis 

kepada aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia 

setempat, dengan tembusan disampaikan kepada KPU, 

KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, 

Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu 

Kabupaten/Kota, sesuai dengan tingkatannya. 

     Begitu pula di pasal 29 tentang aturan kampanye 

pertemuan tatap muka dan pasal 43 tentang atauran 

kampanye rapat umum yang wajib menyampaikan 
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pemberitahuan tertulis. Dugaan pelanggaran ini dijadikan 

pelanggaran admiistratif pemilu TSM (tersturktur, 

sistematis, dan masif) dan paling lama ditetapkan nya ini 

tujuh hari sejak ditemukan dugaan pelanggaran. 

     Berdasarkan Temuan diatas Bawaslu Kota Bandar 

Lampung memproses dugaan pelanggaran tersebut 

berlandaskan Perbawaslu No 7 Tahun 2018 pasal 4 yang 

berbunyi : 

1) Pengawas Pemilu melakukan pengawasan pada 

setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu.  

2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) yang terdapat dugaan pelanggaran Pemilu 

disampaikan dan diputuskan dalam rapat pleno 

Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu 

Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, atau 

Panwaslu LN sebagai Temuan dugaan pelanggaran 

yang dituangkan dalam formulir model B.2.  

3) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

memuat paling sedikit:  

a. Pengawas Pemilu yang menemukan dugaan 

pelanggaran;  

b. batas waktu Temuan;  

c. pihak terlapor; dan  

d. peristiwa dan uraian kejadian.  

4) Pengawas Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat 

(3) huruf a, termasuk pegawai jajaran Sekretariat 

Jenderal Bawaslu dan/atau Sekretariat Bawaslu 

Provinsi dan/atau Sekretariat Bawaslu 

Kabupaten/Kota, dan/atau Sekretariat Panwaslu 

Kecamatan yang mendapat tugas untuk 

melaksanakan pengawasan. 

     Berdasarkan Peraturan diatas Bahwa Bawaslu 

Kota Bandar Lampung telah melakukan 

pengawasan terhadap kampanye yang dilakukan 

oleh terlapor atas nama H. Erwansyah, yang 

kemudian hasil temuan tersebut dirapat pleno kan 

oleh para Ketua dan Anggota Bawaslu Kota 
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Bandar Lampung dan dituangkan hasil pleno 

tersebut kedalam Formulit model B.2.  

     Kemudian Bawaslu Kota Bandar Lampung 

melakukan undangan klarifikasi kepada Terlapor 

yang sesuai dengan alur Penanganan Pelanggaran 

yang tertera dalam Perbawaslu No.7 Tahun 2018 

Pasal 24 yang berbunyi : 

1) Pengawas Pemilu membuat surat undangan 

klarifikasi yang dituangkan dalam formulir model 

B.6, ditujukan kepada Pelapor, terlapor, saksi 

dan/atau ahli yang memuat jadwal klarifikasi dan 

undangan untuk menghadiri klarifikasi atau 

pemberian keterangan.  

2) Surat undangan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) disampaikan kepada Pelapor, terlapor, saksi, 

dan/atau ahli paling lama 1 (satu) hari sebelum 

klarifikasi atau pemberian keterangan.  

3) Surat undangan disampaikan kepada Pelapor, 

terlapor, saksi, dan/atau ahli melalui surat 

tercatat, kurir, surat elektronik, atau faksimile.  

4) Pengawas Pemilu dapat memberitahukan adanya 

surat undangan sebagaimana dimaksud ayat (1) 

dengan komunikasi melalui telepon sebelum 

surat pemberitahuan diterima oleh Pelapor, 

terlapor, saksi dan/atau ahli.   

5) Dalam hal Pelapor, terlapor, saksi dan/atau ahli 

tidak hadir pada klarifikasi pertama, Pengawas 

Pemilu pada hari yang sama menerbitkan surat 

undangan klarifikasi kedua sekaligus memanggil 

Pelapor, terlapor, saksi, dan/atau ahli.  

6) Dalam hal Pelapor, terlapor, saksi dan/atau ahli 

tidak hadir pada klarifikasi kedua, Pengawas 

Pemilu melakukan kajian berdasarkan bukti yang 

ada. 

     Berdasarkan Peraturan diatas Bahwa Bawaslu 

Kota Bandar Lampung telah melakukan Undangan 

Klarifikasi kepada Terlapor atas nama H. 
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Erwansyah, juga kepada saksi dan/atau ahli untuk 

dimintai klarifikasi atas Temuan Dugaan 

Pelanggaran yang dilakukan oleh terlapor, dan dari 

hasil undangan klarifikasi tersebut terlapor 

mengakui melakukan pelanggaran terkait tata cara 

Kampanye serta tidak membawa STTP atau surat 

pemberitahuan tertulis untuk berkampanye.  

     Maka selanjutnya dari hasil klarifikasi tersebut 

Bawaslu Kota Bandar Lampung melakukan Kajian 

yang diatur dalam Perbawaslu No.7 Tahun 2018 

Pasal 25  yang berbunyi : 

1) Kajian dugaan Pelanggaran Pemilu dibuat oleh 

Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu 

Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan 

Panwaslu LN dan dapat dibantu oleh petugas yang 

ditunjuk.  

2) Kajian dugaan pelanggaran menggunakan 

sistematika kajian yang paling sedikit memuat: a. 

kasus posisi; b. data; c. kajian; d. kesimpulan; dan e. 

rekomendasi;  

3) Sistematika kajian sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) dituangkan dalam formulir kajian dugaan 

pelanggaran yang dituangkan dalam formulir model  

B.10.  

4) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat 

rahasia selama belum diputuskan dalam rapat pleno 

Ketua dan Anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, 

Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, 

dan Panwaslu LN.  

5) Penomoran kajian dugaan pelanggaran 

menggunakan penomoran yang sama dengan nomor 

registrasi Temuan atau Laporan Dugaan Pelanggaran 

Pemilu. 

     Berdasarkan Peraturan diatas Bahwa Bawaslu Kota 

Bandar Lampung telah melakukan Kajian dari hasil 

Klarifikasi yang dilakukan sebelumnya oleh Bawaslu Kota 

Bandar Lampung dan selanjutnya sesuai aturan Perbawaslu 
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No.7 Tahun 2017 tentang hasil kajian  maka Bawaslu Kota 

Bandar Lampung menentukan hasil kajian berupa : 

“Dalam melakukan kegiatan tersebut berdasarkan 

regulasi dalam peraturan Komisi Pemilihan Umum 

Nomor 23 tahun 2018 tentang Kampanye pemilu yang 

terakhir diperbaharui dengan peraturan Komisi Pemilihan 

Umum Nomor 33 Tahun 2018 menyatakan bahwa setiap 

kegiatan kampanye wajib menyampaikan atau membuat 

STTP kampanye dari kepolisian dan ditembuskan ke 

Bawaslu dan KPU sebagaimana diatur dalam Pasal 27 

dan 28 tentang pertemuan terbatas termasuk pertemuan 

tatap muka. Berdasarkan hal tersebut diatas, terdapat 

pelanggaraan administrasi Pemilu” 

     Dari Hasil Kajian dan menetapkan bahwa Bawaslu Kota 

Bandar Lampung menetapkan sebagai berikut : 

1. Menyatakan terlapor terbukti secara sah dan 

meyakinkan melakukan pelanggaran terhadap tata cara, 

prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan 

adminitrasi pelaksanaan pemilu.  

2. Memerintahkan kepada KPU Kota Bandar Lampung 

memberikan teguran tertulis kepeda calon anggota 

DPRD Kota Bandar Lampung dapi IV (empat) dari 

Partai Amanat Nasional Nomor urut 5 (lima) atas nama 

H. Erwansyah sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 

 

2. Berdasarkan Putusan Bawaslu Kota Bandar 

Lampung Nomor: 

002/ADM.BERKAS/BWSL.LAMPUNG/XI/2018. 

     Pada hari Rabu tanggal 3 Oktober 2018 Surat Kabar 

Harian „‟Kupas Tuntas‟‟ (Media Cetak) menerbitkan iklan 

kampanye salah satu Calon Anggota DPRD Provinsi 

Lampung Dapil 1 (satu) Kota Bandar Lampung atas nama 

Donald Harris Sihotang, S.E yang berasal dari Partai 

Demokrat. Dalam iklan kampanye tersebut tidak terdapat 

unsur kampanye berupa citra diri mengingat tidak adanya 

keberadaan nomor dan tanda gambar partai politik yaitu 
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Partai Demokrat dengan nomor urut 14 secara kumulatif 

(Bukti P-1). Berdasarkan hal tersebut, Badan Pengawas 

Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung telah 

mengirimkan Surat Himbauan Nomor: 103/K.LA-

14/PM.00.02/X/2018 tanggal 04 Oktober 2018 perihal 

Pencegahan/himbauan atas Iklan Kampanye yang 

bersangkutan di surat kabar harian tersebut (Bukti P-18).  

          Namun, beberapa hari kemudian tepatnya tanggal 24 

Oktober 2018 Pengawas Pemilu melakukan pengawasan 

langsung terhadap media cetak dan menemukan iklan 

kampanye salah satu Calon Anggota DPRD Provinsi 

Lampung Dapil 1 (satu) Kota Bandar Lampung atas nama 

Donald Harris Sihotang, S.E dari Partai Demokrat yang 

terbit pada Surat Kabar Harian Kupas Tuntas tanggal 18 

Oktober 2018 (Bukti P-2), tanggal 19 Oktober 2018 (Bukti 

P-3) dan diduga memuat unsur citra diri yaitu nomor urut 

dan tanda gambar partai politik yaitu Partai Demokrat 

dengan nomor urut 14. Berdasarkan hal tersebut maka 

Bawaslu Kota Bandar Lampung melakukan investigasi dari 

tanggal 25 – 30 Oktober 2018. Pada tanggal 25 Oktober 

2018, Bawaslu Kota Bandar Lampung meminta  

keterangan kepada Pimpinan Redaksi surat kabar Kupas 

Tuntas atas nama Zainal Hidayat dan diperoleh keterangan 

bahwa benar Saudara Donald Harris Sitohang, S.E Calon 

DPRD Provinsi Lampung Daerah Pemilihan I Kota Bandar 

Lampung telah memasang iklan kampanye disurat kabar 

harian Kupas Tuntas. Terkait dengan desain iklan 

kampanye yang diterbitkan oleh surat kabar harian Kupas 

Tuntas tersebut didesain oleh bagian pra cetak pada surat 

kabar harian Kupas Tuntas.  

     Berdasarkan Kronologi diatas bahwa terlapor 

melanggar  Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 

279 ayat 4 yang berbunyi : 

“Waktu, tanggal, dan tempat pelaksanaan Kampanye 

Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 275 ayat (1) huruf g ditetapkan 

dengan keputusan KPU Kabupaten/Kota setelah KPU 
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Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Peserta Pemilu 

anggota DPRD kabupaten/kota.” 

Iklan Kampanye yang dilakukan oleh terlapor melanggar 

sebab Kampanye melalui Media Iklan pada tgl 18 Oktober 

2018 belum ditetapkan. Begitu juga di pasal 1 ayat 35 UU 

Nomor 7 tahun 2017, pasal tersebut Definisi Kampanye 

Pemilu adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain 

yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan 

Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau 

citra diri Peserta Pemilu. maka yang dilakukan oleh 

Donald Harris Sihotang, S.E adalah bentuk Kampanye 

karena ada Citra diri berapa Logo dan Nomor urut dalam 

Iklan tersebut. 

     Berdasarkan Temuan diatas Bawaslu Kota Bandar 

Lampung memproses dugaan pelanggaran tersebut 

berlandaskan Perbawaslu No 7 Tahun 2018 pasal 4 yang 

berbunyi : 

1) Pengawas Pemilu melakukan pengawasan pada setiap 

tahapan Penyelenggaraan Pemilu.  

2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) yang terdapat dugaan pelanggaran Pemilu 

disampaikan dan diputuskan dalam rapat pleno 

Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu 

Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, atau Panwaslu 

LN sebagai Temuan dugaan pelanggaran yang 

dituangkan dalam formulir model B.2.  

3) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

memuat paling sedikit:  

e. Pengawas Pemilu yang menemukan dugaan 

pelanggaran;  

f. batas waktu Temuan;  

g. pihak terlapor; dan  

h. peristiwa dan uraian kejadian.  

4) Pengawas Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat 

(3) huruf a, termasuk pegawai jajaran Sekretariat 

Jenderal Bawaslu dan/atau Sekretariat Bawaslu 

Provinsi dan/atau Sekretariat Bawaslu 
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Kabupaten/Kota, dan/atau Sekretariat Panwaslu 

Kecamatan yang mendapat tugas untuk melaksanakan 

pengawasan. 

     Berdasarkan Peraturan diatas Bahwa Bawaslu Kota 

Bandar Lampung telah melakukan pengawasan terhadap 

Iklan Kampanye yang dilakukan oleh terlapor atas nama 

Donald Harris Sihotang, S.E, yang kemudian hasil 

temuan tersebut dirapat pleno kan oleh para Ketua dan 

Anggota Bawaslu Kota Bandar Lampung dan dituangkan 

hasil pleno tersebut kedalam Formulit model B.2.  

     Kemudian Bawaslu Kota Bandar Lampung melakukan 

undangan klarifikasi kepada Terlapor yang sesuai dengan 

alur Penanganan Pelanggaran yang tertera dalam 

Perbawaslu No.7 Tahun 2018 Pasal 24 yang berbunyi : 

1) Pengawas Pemilu membuat surat undangan klarifikasi 

yang dituangkan dalam formulir model B.6, ditujukan 

kepada Pelapor, terlapor, saksi dan/atau ahli yang 

memuat jadwal klarifikasi dan undangan untuk 

menghadiri klarifikasi atau pemberian keterangan.  

2) Surat undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

disampaikan kepada Pelapor, terlapor, saksi, dan/atau 

ahli paling lama 1 (satu) hari sebelum klarifikasi atau 

pemberian keterangan.  

3) Surat undangan disampaikan kepada Pelapor, terlapor, 

saksi, dan/atau ahli melalui surat tercatat, kurir, surat 

elektronik, atau faksimile.  

4) Pengawas Pemilu dapat memberitahukan adanya surat 

undangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan 

komunikasi melalui telepon sebelum surat 

pemberitahuan diterima oleh Pelapor, terlapor, saksi 

dan/atau ahli.   

5) Dalam hal Pelapor, terlapor, saksi dan/atau ahli tidak 

hadir pada klarifikasi pertama, Pengawas Pemilu pada 

hari yang sama menerbitkan surat undangan 

klarifikasi kedua sekaligus memanggil Pelapor, 

terlapor, saksi, dan/atau ahli.  
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6) Dalam hal Pelapor, terlapor, saksi dan/atau ahli tidak 

hadir pada klarifikasi kedua, Pengawas Pemilu 

melakukan kajian berdasarkan bukti yang ada. 

     Berdasarkan Peraturan diatas Bahwa Bawaslu Kota 

Bandar Lampung telah melakukan Undangan Klarifikasi 

kepada Terlapor atas nama Donald Harris Sihotang, S.E,, 

juga kepada saksi dan/atau ahli untuk dimintai klarifikasi 

atas Temuan Dugaan Pelanggaran yang dilakukan oleh 

terlapor, dan dari hasil undangan klarifikasi tersebut 

terlapor mengakui melakukan pelanggaran terkait tata cara 

Kampanye yaitu memasang iklan kampanye disurat kabar 

harian Kupas Tuntas yang memuat nomor urut dan logo 

Partai Demokrat pada tanggal 18 Oktober 2018 dan 19 

Oktober 2018.
40

 

     Maka selanjutnya dari hasil klarifikasi tersebut Bawaslu 

Kota Bandar Lampung melakukan Kajian yang diatur 

dalam Perbawaslu No.7 Tahun 2018 Pasal 25  yang 

berbunyi : 

1) Kajian dugaan Pelanggaran Pemilu dibuat oleh 

Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu 

Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Panwaslu 

LN dan dapat dibantu oleh petugas yang ditunjuk.  

2) Kajian dugaan pelanggaran menggunakan sistematika 

kajian yang paling sedikit memuat: a. kasus posisi; b. 

data; c. kajian; d. kesimpulan; dan e. rekomendasi;  

3) Sistematika kajian sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) dituangkan dalam formulir kajian dugaan 

pelanggaran yang dituangkan dalam formulir model  

B.10.  

4) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat 

rahasia selama belum diputuskan dalam rapat pleno 

Ketua dan Anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, 

Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan 

Panwaslu LN.  

                                                             
40

 Sumber Bawaslu Kota Bandar Lampung 
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5) Penomoran kajian dugaan pelanggaran menggunakan 

penomoran yang sama dengan nomor registrasi 

Temuan atau Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu. 

     Berdasarkan Peraturan diatas Bahwa Bawaslu Kota 

Bandar Lampung telah melakukan Kajian dari hasil 

Klarifikasi yang dilakukan sebelumnya oleh Bawaslu Kota 

Bandar Lampung dan selanjutnya sesuai aturan Perbawaslu 

No.7 Tahun 2017 tentang hasil kajian  maka Bawaslu Kota 

Bandar Lampung menentukan hasil kajian berupa : 

“Dalam melakukan kegiatan tersebut berdasarkan regulasi 

dalam peraturan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 

tentang Pemilihan Umum Pasal 279ayat 4 yang berbunyi, 

Waktu, tanggal, dan tempat pelaksanaan Kampanye Pemilu 

anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 275 ayat (1) huruf g ditetapkan dengan 

keputusan KPU Kabupaten/Kota setelah KPU 

Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Peserta Pemilu 

anggota DPRD kabupaten/kota. sehingga Iklan Kampanye 

yang dilakukan oleh terlapor dianggap melanggar sebab 

adanya citra diri berupa logo dan nomor urut yang mana 

apabila ada logo dan nomor urut itu sudah termasuk 

Kampanye yg tertera pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

2017 Pasal 1 ayat 35 yaitu Kampanye Pemilu adalah 

kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh 

Peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan 

menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta 

Pemilu  ” 

Dari Hasil Kajian dan menetapkan bahwa Bawaslu Kota 

Bandar Lampung menetapkan sebagai berikut : 

1. Menyatakan terlapor terbukti secara sah dan 

meyakinkan melakukan pelanggaran terhadap tata cara, 

prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan 

Tahapan dan Tata Cara Kampanye.  

2. Memerintahkan kepada KPU Kota Bandar Lampung 

memberikan teguran tertulis kepeda Calon Anggota 

DPRD Provinsi Lampung Dapil 1 (satu) Kota Bandar 
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Lampung atas nama Donald Harris Sihotang, S.E sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 

3. Berdasarkan Putusan Bawaslu Kota Bandar Lampung 

Nomor: 003/ADM.BERKAS/BWSL.08.00/XI/2018. 

Pada hari Jumat tanggal 26 Oktober 2018 sekitar Pukul 

15.00 WIB  Ketua Bawaslu Kota Bandar Lampung dan 

Koordinator Divisi Hukum Data dan Informasi Yusni 

Ilham, S.Sos.I  melakukan pengawasan langsung. Pada saat 

melakukan pengawasan tersebut ditemukan adanya dugaan 

pelanggaran yang dilakukan oleh Calon Anggota DPRD 

Provinsi Lampung Dapil 1 (satu) Kota Bandar Lampung 

atas nama Hi.Rifa‟I, S.H yang berasal dari Partai Keadilan 

Sejahtera (PKS), dimana dugaan pelanggaran tersebut 

bersumber dari surat Direksi PD Pasar Tapis Berseri 

Pemerintah Kota Bandar Lampung dengan Nomor Surat: 

189/PD.PTB/X/2018 tanggal 16 Oktober 2018 Perihal 

Peringatan Ke-3 kepada Saudara Siti Muamanah di Pasar 

Perumnas Way Kandis (Bukti P-1). Diketahui bahwa di 

dalam surat tersebut  Rifa‟I, S.H selaku Calon Anggota 

DPRD Provinsi Lampung masih menjabat sebagai Direktur 

Utama PD Pasar Tapis Berseri Pemerintahan Kota Bandar 

Lampung dengan Jabatan Staf Madya Tk.1/D/2.  

Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Bandar 

Lampung sebagaimana dijelaskan diatas bahwa Hi.Rifa‟I, 

S.H diduga melakukan Pelanggaran Pemilu.
41

 

     Bahwa Pada tanggal 29 Oktober 2018, Bawaslu Kota 

Bandar Lampung menerima dokumen pendaftaran Calon 

DPRD Provinsi Lampung Daerah Pemilihan I Kota Bandar 

Lampung atas nama Hi. Rifa‟i, S.H kepada Komisi 

Pemilihan Umum Provinsi Lampung (Bukti P-2 – P-14) 

Bahwa sebagaimana dugaan pelanggaran yang dijelaskan 

diatas pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018, Bawaslu 

Kota Bandar Lampung meminta Keterangan  kepada 

Saudara Siti Muawanah dan diperoleh keterangan bahwa 

                                                             
41

 Sumber Bawaslu Kota Bandar Lampung 



 

 

64 

benar dirinya mendapatkan surat peringatan ke-3 dari 

BUMD PD Pasar Tapis Berseri Pemerintah Kota Bandar 

Lampung dan dirinya meyakini bahwa Saudara Hi.Rifa‟i, 

S.H. Sebagai Direktur Utama pada BUMD PD Pasar Tapis 

Berseri Pemerintah Kota Bandar Lampung karena dalam 

surat peringatan ke-3 tersebut ditandatangani oleh yang 

bersangkutan tertanggal 16 Oktober 2018. (Bukti P-15) 

Bahwa pada Hari Rabu tanggal 31 Oktober 2018 Bawaslu 

Kota Bandar Lampung meminta Keterangan kepada pihak 

terkait Saudara Sidik Efendi, S.H.,M.H. selaku Sekretaris 

bidang Politik dan Hukum Partai Keadilan Sejahtera 

Provinsi Lampung dan diperoleh keterangan bahwa 

saudara Sidik Efendi, S.H, M.H., tidak mengetahui bahwa 

saudara Hi. Rifa‟I, S.H., merupakan Direktur Utama PD. 

Pasar Tapis Berseri Pemerintah Kota Bandar Lampung 

melainkan sebagai Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS). 

Namun saat berita ini beredar PKS melakukan konfirmasi 

kepada saudara Hi. Rifa‟I, S.H., terkait hal tersebut dan 

yang bersangkutan menjelaskan bahwa dirinya sudah 

mengundurkan diri dari jabatan Direktur Utama PD Pasar 

Tapis Berseri Pemerintah Kota Bandar Lampung, pada 

tanggal 9 Juli 2018 yang disampaikan kepada Sekretaris 

Daerah Kota Bandar Lampung (Bukti P-16). Bahwa pada 

Hari Rabu tanggal 31 Oktober 2018 Bawaslu Kota Bandar 

Lampung meminta Keterangan kepada Saudara Hi. Rifa‟I, 

S.H. dan diperoleh keterangan bahwa yang bersangkutan 

menyatakan dirinya telah Pensiun dari Pegawai Negeri 

Sipil sejak tangal 1 November 2015 dan terkait dengan 

Surat Peringatan ke-3 (Bukti P-1) yang bersangkutan 

mengakui bahwa tandatangan tersebut adalah benar 

merupakan tandatangan dirinya. Saudara Hi. Rifa‟i, S.H 

menjelaskan bahwa dirinya telah mengajukan surat 

pengunduran diri sebagai Direktur Utama BUMD PD 

Pasar Tapis Berseri Pemerintah Kota Bandar Lampung 

tanggal 09 Juli 2018, dimana diketahui bahwa surat 

tersebut sudah diajukan kepada Walikota Bandar Lampung 

melalui Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Bandar 
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Lampung dan pada saat melakukan pendaftaran calon 

legislatif dirinya belum mendapatkan Surat Keputusan 

(SK) pemberhentian dari Walikota Bandar Lampung. 

Saudara Hi. Rifa‟i, S.H juga mengakui bahwa yang dirinya 

masih menerima gaji dari jabatannya sebagai Direktur 

Utama BUMD PD Pasar Tapis Berseri Pemerintah Kota 

Bandar Lampung terakhir dibulan September 2018. (Bukti 

P-17) Berdasarkan hasil permintaan keterangan, bahwa 

pada hari Kamis tanggal 1 November 2018, Bawaslu Kota 

Bandar Lampung mendapatkan bukti tambahan berupa 

Fotocopy Surat Peringatan ke-3 Nomor 

189/PD.PTB/X/2018 yang dikeluarkan oleh PD. PASAR 

TAPIS BERSERI tertanggal 16 Oktober 2018 yang 

ditujukan kepada Saudara Delisma BR Naiban, Sudarsih, 

S.H, Suhaimi (Bukti P-17 –P-19), Fotocopy Surat Hak 

Sewa Tahunan atas nama Sudarsih, SH Nomor 

112/S.T/PD.PTB/IV/2018 yang dikeluarkan oleh PD. 

PASAR TAPIS BERSERI tertanggal 3 April 2018 (Bukti 

P-20), Fotocopy Surat Hak Sewa Tahunan atas nama Siti 

Muawanah Nomor 109/S.T/PD.PTB/IV/2018 yang 

dikeluarkan oleh PD. PASAR TAPIS BERSERI tertanggal 

3 April 2018 9 (Bukti P-21), Fotocopy Surat 

Pemberitahuan yang dikeluarkan oleh PD. PASAR TAPIS 

BERSERI yang ditujukan untuk Pasar Perumnas Way 

Halim tertanggal 31 Oktober 2018 (Bukti P-22), Fotocopy 

Surat Edaran Nomor: 651/86/1.08/2018 yang dikeluarkan 

oleh Sekretariat Kota Bandar Lampung ditujukan kepada 

Pedagang Pasar Way Kandis, Pedagang Pasar Korpri, 

Pedagang Pasar tani Langkapura tertanggal 17 Januari 

2018 (Bukti P-23), Fotocopy Surat Nomor: 

090/UND/PD.PTB/III/2018 yang dikeluarkan oleh PD. 

PASAR TAPIS BERSERI tertanggal 12 maret 2018 (Bukti 

P-24).
42

 

Berdasarkan Kronologi diatas bahwa terlapor melanggar  

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan 
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 Sumber Bawaslu Kota Bandar Lampung 
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Umum jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 

Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Kabupaten/Kota pasal 7 ayat 1 (k) yang berbunyi Bakal 

calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD 

Kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus 

memenuhi persyaratan : “mengundurkan diri sebagai : 

1. gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali 

kota atau wakil wali kota; 

2. kepala desa;  

3. perangkat desa yang mencakup unsur staf yang 

membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan 

dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, 

dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam 

pelaksanaan kebijakan yang  

diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur 

kewilayahan;  

4. Aparatur Sipil Negara;  

5. anggota Tentara Nasional Indonesia; \ 

6. anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;  

7. direksi, komisaris, dewan pengawas dan/atau 

karyawan pada Badan Usaha Milik Negara, Badan 

Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, atau 

badan lain yang anggarannya bersumber dari 

keuangan negara” 

     Pasal tersebut diatas mengatur persyarat bakal calon 

anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD 

Kabupaten/Kota, maka dengan beberapa bukti yang 

didapatkan oleh Bawaslu Kota Bandar Lampung dan 

didapatkan beberapa saksi bahwa dinyatakan Hi. Rifa‟i, 

S.H terdapat dugaan pelanggaran terkait Persyaratan 

Bakal Calon yang tertuang dalam PKPU Nomor 20 

Tahun 2018 tentang tentang Pencalonan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Kabupaten/Kota. 
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Berdasarkan Temuan diatas Bawaslu Kota Bandar 

Lampung memproses dugaan pelanggaran tersebut 

berlandaskan Perbawaslu No 7 Tahun 2018 pasal 4 yang 

berbunyi : 

1) Pengawas Pemilu melakukan pengawasan pada setiap 

tahapan Penyelenggaraan Pemilu.  

2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) yang terdapat dugaan pelanggaran Pemilu 

disampaikan dan diputuskan dalam rapat pleno 

Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu 

Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, atau Panwaslu 

LN sebagai Temuan dugaan pelanggaran yang 

dituangkan dalam formulir model B.2.  

3) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

memuat paling sedikit:  

a. Pengawas Pemilu yang menemukan dugaan 

pelanggaran;  

b. batas waktu Temuan;  

c. pihak terlapor; dan  

d. peristiwa dan uraian kejadian.  

4) Pengawas Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat 

(3) huruf a, termasuk pegawai jajaran Sekretariat 

Jenderal Bawaslu dan/atau Sekretariat Bawaslu 

Provinsi dan/atau Sekretariat Bawaslu 

Kabupaten/Kota, dan/atau Sekretariat Panwaslu 

Kecamatan yang mendapat tugas untuk melaksanakan 

pengawasan. 

     Berdasarkan Peraturan diatas Bahwa Bawaslu Kota 

Bandar Lampung telah melakukan pengawasan terhadap 

dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Calon Anggota 

DPRD Provinsi Lampung Dapil 1 (satu) Kota Bandar 

Lampung atas nama Hi.Rifa‟I, S.H yang berasal dari Partai 

Keadilan Sejahtera (PKS), dimana dugaan pelanggaran 

tersebut bersumber dari surat Direksi PD Pasar Tapis Berseri 

Pemerintah Kota Bandar Lampung dengan Nomor Surat: 

189/PD.PTB/X/2018 tanggal 16 Oktober 2018 Perihal 

Peringatan Ke-3 kepada Saudara Siti Muamanah di Pasar 
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Perumnas Way Kandis diketahui bahwa di dalam surat 

tersebut  Rifa‟I, S.H selaku Calon Anggota DPRD Provinsi 

Lampung masih menjabat sebagai Direktur Utama PD Pasar 

Tapis Berseri Pemerintahan Kota Bandar Lampung dengan 

Jabatan Staf Madya Tk.1/D/2.  , yang kemudian hasil 

temuan tersebut dirapat pleno kan oleh para Ketua dan 

Anggota Bawaslu Kota Bandar Lampung dan dituangkan 

hasil pleno tersebut kedalam Formulit model B.2.  

 

     Kemudian Bawaslu Kota Bandar Lampung melakukan 

undangan klarifikasi kepada Terlapor yang sesuai dengan 

alur Penanganan Pelanggaran yang tertera dalam Perbawaslu 

No.7 Tahun 2018 Pasal 24 yang berbunyi : 

1) Pengawas Pemilu membuat surat undangan klarifikasi 

yang dituangkan dalam formulir model B.6, ditujukan 

kepada Pelapor, terlapor, saksi dan/atau ahli yang 

memuat jadwal klarifikasi dan undangan untuk 

menghadiri klarifikasi atau pemberian keterangan.  

2) Surat undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

disampaikan kepada Pelapor, terlapor, saksi, dan/atau 

ahli paling lama 1 (satu) hari sebelum klarifikasi atau 

pemberian keterangan.  

3) Surat undangan disampaikan kepada Pelapor, terlapor, 

saksi, dan/atau ahli melalui surat tercatat, kurir, surat 

elektronik, atau faksimile.  

4) Pengawas Pemilu dapat memberitahukan adanya surat 

undangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan 

komunikasi melalui telepon sebelum surat 

pemberitahuan diterima oleh Pelapor, terlapor, saksi 

dan/atau ahli.   

5) Dalam hal Pelapor, terlapor, saksi dan/atau ahli tidak 

hadir pada klarifikasi pertama, Pengawas Pemilu pada 

hari yang sama menerbitkan surat undangan klarifikasi 

kedua sekaligus memanggil Pelapor, terlapor, saksi, 

dan/atau ahli.  
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6) Dalam hal Pelapor, terlapor, saksi dan/atau ahli tidak 

hadir pada klarifikasi kedua, Pengawas Pemilu 

melakukan kajian berdasarkan bukti yang ada. 

     Berdasarkan Peraturan diatas Bahwa Bawaslu Kota 

Bandar Lampung telah melakukan Undangan Klarifikasi 

kepada Terlapor atas nama Hi.Rifa‟I, S.H,, juga kepada 

saksi dan/atau ahli untuk dimintai klarifikasi atas Temuan 

Dugaan Pelanggaran yang dilakukan oleh terlapor, dan 

dari hasil undangan klarifikasi tersebut terlapor mengakui 

melakukan pelanggaran terkait Pencalonan Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Kabupaten/Kota.
43

 

     Maka selanjutnya dari hasil klarifikasi tersebut 

Bawaslu Kota Bandar Lampung melakukan Kajian yang 

diatur dalam Perbawaslu No.7 Tahun 2018 Pasal 25  

yang berbunyi : 

1) Kajian dugaan Pelanggaran Pemilu dibuat oleh 

Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu 

Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan 

Panwaslu LN dan dapat dibantu oleh petugas yang 

ditunjuk.  

2) Kajian dugaan pelanggaran menggunakan 

sistematika kajian yang paling sedikit memuat: a. 

kasus posisi; b. data; c. kajian; d. kesimpulan; dan 

e. rekomendasi;  

3) Sistematika kajian sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) dituangkan dalam formulir kajian dugaan 

pelanggaran yang dituangkan dalam formulir 

model  B.10.  

4) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

bersifat rahasia selama belum diputuskan dalam 

rapat pleno Ketua dan Anggota Bawaslu, Bawaslu 

Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu 

Kecamatan, dan Panwaslu LN.  

                                                             
43

 Sumber Bawaslu Kota Bandar Lampung 
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5) Penomoran kajian dugaan pelanggaran 

menggunakan penomoran yang sama dengan 

nomor registrasi Temuan atau Laporan Dugaan 

Pelanggaran Pemilu. 

     Berdasarkan Peraturan diatas Bahwa Bawaslu Kota 

Bandar Lampung telah melakukan Kajian dari hasil 

Klarifikasi yang dilakukan sebelumnya oleh Bawaslu Kota 

Bandar Lampung dan selanjutnya sesuai aturan Perbawaslu 

No.7 Tahun 2017 tentang hasil kajian  maka Bawaslu Kota 

Bandar Lampung menentukan hasil kajian berupa : 

“Dalam melakukan kegiatan tersebut berdasarkan regulasi 

dalam peraturan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 

Tentang Pemilihan Umum jo Peraturan Komisi Pemilihan 

Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Kabupaten/Kota, menghasilkan sebuah kajian dan 

dukung dengan bukti dan saksi, bahwa Hi.Rifa‟I, S.H  

melanggar aturan terkait persyaratan bakal calon anggota 

DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dengan 

delik atau permasalahan yaitu tidak adanya bukti 

pemberhentian/pengunduran diri sebagai Direksi PD Pasar 

Tapis Berseri menyebabkan melanggaran aturan yang 

berlaku” 

Dari Hasil Kajian bahwa Bawaslu Kota Bandar Lampung 

menetapkan sebagai berikut : 

1. Menyatakan terlapor terbukti secara sah dan 

meyakinkan melakukan pelanggaran terhadap tata 

cara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan 

Tahapan dan Tata Cara Kampanye.  

2. Memerintahkan kepada KPU Kota Bandar Lampung 

memberikan teguran tertulis kepeda Calon Anggota 

DPRD Provinsi Lampung Dapil 1 (satu) Kota Bandar 

Lampung atas nama Hi.Rifa‟I, S.H yang berasal dari 

Partai Keadilan Sejahtera (PKS)sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
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4. Berdasarkan Putusan Bawaslu Kota Bandar 

Lampung 

Nomor:002/TM/PL/ADM/Kot/08.01/XII/2018. 

        Pada hari Jumat tanggal 7 Desember 2018 sekira 

Pukul 20:30 WIB  Ketua Panwaslu Kecamatan Panjang 

Kota Bandar Lampung ABD. Jumar Pawe melakukan 

pengawasan langsung pada acara kampanye. Pada saat 

melakukan pengawasan tersebut ditemukan adanya 

dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Calon Anggota 

DPRD Provinsi Lampung Dapil 5 (Panjang, Bumi Waras, 

dan Kedamaian) Kota Bandar Lampung atas nama Nelly 

Farlinza, S.H yang berasal dari Partai Kebangkitan 

Bangsa (PKB), dimana dugaan pelanggaran tersebut 

bersumber dari surat Tanda Terima Pemberitahuan 

(STTP) dengan Nomor Surat: STTP/12/XI/2018/Sat 

Intelkam tanggal 7 Desember 2018 pada  lampiran 1 pada 

berkas STTP bagian rencana pelaksanaan kampanye yang 

dilakukan tidak tertera jadwal Kampanye pada tanggal 7 

Desember 2018 dan waktu pelaksanaan kegiatan 

kampanye tersebut pada malam hari tepatnya pukul 20.30 

WIB s.d 21.30 WIB serta dalam pelaksanaan kampanye 

tatap muka tersebut terdapat bayi dan balita. Pada saat 

selesai Kampanye  tuan rumah atas nama Andi Irawan 

membagikan sembako yang bernilai kurang lebih 

Rp.20.000,00 dimana isinya adalah gula ½ Kg, teh celup 

kotak berisi 15 kantung serta mentega Amanda 200gr. 

Selain sembako yang dibagikan ada bahan kampanye 

lainnya yaitu kalender atas nama Nelly Farlinza, S.H. 

Berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan 

Panjang Kota Bandar Lampung sebagaimana dijelaskan 

diatas bahwa Nelly Falinza, S.H diduga melakukan 

Pelanggaran Pemilu.
44

 

Berdasarkan Kronologi diatas bahwa terlapor melanggar  

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 279 ayat 4 

yang berbunyi : 

                                                             
44

 Sumber Bawaslu Kota Bandar Lampung 
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“Waktu, tanggal, dan tempat pelaksanaan Kampanye 

Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 275 ayat (1) huruf g ditetapkan 

dengan keputusan KPU Kabupaten/Kota setelah KPU 

Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Peserta Pemilu 

anggota DPRD kabupaten/kota.” 

     Pasal tersebut diatas mengatur waktu dan tempat 

pelaksanaan Pemilu sedangkan dari kasus dugaan 

pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Calon Anggota 

DPRD Provinsi Lampung Dapil 5 (Panjang, Bumi Waras, 

dan Kedamaian) Kota Bandar Lampung atas nama Nelly 

Farlinza, S.H yang berasal dari Partai Kebangkitan Bangsa 

(PKB), pelaksanaan kampanye yang dilakukan tidak tertera 

jadwal Kampanye pada tanggal 7 Desember 2018 dan 

waktu pelaksanaan kegiatan kampanye tersebut pada 

malam hari tepatnya pukul 20.30 WIB s.d 21.30 WIB.  

Berdasarkan Temuan diatas Bawaslu Kota Bandar 

Lampung memproses dugaan pelanggaran tersebut 

berlandaskan Perbawaslu No 7 Tahun 2018 pasal 4 yang 

berbunyi : 

1) Pengawas Pemilu melakukan pengawasan pada setiap 

tahapan Penyelenggaraan Pemilu.  

2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) yang terdapat dugaan pelanggaran Pemilu 

disampaikan dan diputuskan dalam rapat pleno 

Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu 

Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, atau Panwaslu 

LN sebagai Temuan dugaan pelanggaran yang 

dituangkan dalam formulir model B.2.  

3) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

memuat paling sedikit:  

a. Pengawas Pemilu yang menemukan dugaan 

pelanggaran;  

b. batas waktu Temuan;  

c. pihak terlapor; dan  

d. peristiwa dan uraian kejadian.  
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4) Pengawas Pemilu sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3) huruf a, termasuk pegawai 

jajaran Sekretariat Jenderal Bawaslu 

dan/atau Sekretariat Bawaslu Provinsi 

dan/atau Sekretariat Bawaslu 

Kabupaten/Kota, dan/atau Sekretariat 

Panwaslu Kecamatan yang mendapat tugas 

untuk melaksanakan pengawasan. 

 

     Berdasarkan Peraturan diatas Bahwa Bawaslu 

Kota Bandar Lampung telah melakukan 

pengawasan terhadap dugaan pelanggaran yang 

dilakukan oleh oleh Calon Anggota DPRD 

Provinsi Lampung Dapil 5 (Panjang, Bumi Waras, 

dan Kedamaian) Kota Bandar Lampung atas nama 

Nelly Farlinza, S.H, yang berasal dari Partai 

Kebangkitan Bangsa (PKB),  dimana dugaan 

pelanggaran tersebut bersumber dari hasil 

pengawasn Panwaslu Kecamatan Panjang terkait 

penyelenggaran Kampanye yang dilakukan diluar 

Jadwal dan Waktu yang telah ditetapkan oleh 

Komisi Pemilihan Umum (KPU), yang kemudian 

hasil temuan tersebut dirapat pleno kan oleh para 

Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Bandar 

Lampung dan dituangkan hasil pleno tersebut 

kedalam Formulit model B.2.  

Kemudian Bawaslu Kota Bandar Lampung 

melakukan undangan klarifikasi kepada Terlapor 

yang sesuai dengan alur Penanganan Pelanggaran 

yang tertera dalam Perbawaslu No.7 Tahun 2018 

Pasal 24 yang berbunyi : 

1) Pengawas Pemilu membuat surat undangan klarifikasi 

yang dituangkan dalam formulir model B.6, ditujukan 

kepada Pelapor, terlapor, saksi dan/atau ahli yang 

memuat jadwal klarifikasi dan undangan untuk 

menghadiri klarifikasi atau pemberian keterangan.  
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2) Surat undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

disampaikan kepada Pelapor, terlapor, saksi, dan/atau 

ahli paling lama 1 (satu) hari sebelum klarifikasi atau 

pemberian keterangan.  

3) Surat undangan disampaikan kepada Pelapor, terlapor, 

saksi, dan/atau ahli melalui surat tercatat, kurir, surat 

elektronik, atau faksimile.  

4) Pengawas Pemilu dapat memberitahukan adanya surat 

undangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan 

komunikasi melalui telepon sebelum surat 

pemberitahuan diterima oleh Pelapor, terlapor, saksi 

dan/atau ahli.   

5) Dalam hal Pelapor, terlapor, saksi dan/atau ahli tidak 

hadir pada klarifikasi pertama, Pengawas Pemilu pada 

hari yang sama menerbitkan surat undangan klarifikasi 

kedua sekaligus memanggil Pelapor, terlapor, saksi, 

dan/atau ahli.  

6) Dalam hal Pelapor, terlapor, saksi dan/atau ahli tidak 

hadir pada klarifikasi kedua, Pengawas Pemilu 

melakukan kajian berdasarkan bukti yang ada. 

Berdasarkan Peraturan diatas Bahwa Bawaslu Kota Bandar 

Lampung telah melakukan Undangan Klarifikasi kepada 

Terlapor atas nama Nelly Farlinza, S.H,, juga kepada saksi 

dan/atau ahli untuk dimintai klarifikasi atas Temuan Dugaan 

Pelanggaran yang dilakukan oleh terlapor, dan dari hasil 

undangan klarifikasi tersebut terlapor mengakui melakukan 

pelanggaran terkait Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan 

Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. 

     Maka selanjutnya dari hasil klarifikasi tersebut Bawaslu 

Kota Bandar Lampung melakukan Kajian yang diatur dalam 

Perbawaslu No.7 Tahun 2018 Pasal 25  yang berbunyi : 

1) Kajian dugaan Pelanggaran Pemilu dibuat oleh 

Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu 

Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Panwaslu 

LN dan dapat dibantu oleh petugas yang ditunjuk.  
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2) Kajian dugaan pelanggaran menggunakan sistematika 

kajian yang paling sedikit memuat: a. kasus posisi; b. 

data; c. kajian; d. kesimpulan; dan e. rekomendasi;  

3) Sistematika kajian sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) dituangkan dalam formulir kajian dugaan 

pelanggaran yang dituangkan dalam formulir model  

B.10.  

4) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat 

rahasia selama belum diputuskan dalam rapat pleno 

Ketua dan Anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, 

Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan 

Panwaslu LN.  

5) Penomoran kajian dugaan pelanggaran menggunakan 

penomoran yang sama dengan nomor registrasi 

Temuan atau Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu. 

     Berdasarkan Peraturan diatas Bahwa Bawaslu Kota 

Bandar Lampung telah melakukan Kajian dari hasil 

Klarifikasi yang dilakukan sebelumnya oleh Bawaslu Kota 

Bandar Lampung dan selanjutnya sesuai aturan Perbawaslu 

No.7 Tahun 2017 tentang hasil kajian  maka Bawaslu Kota 

Bandar Lampung menentukan hasil kajian berupa : 

“Dalam melakukan kegiatan tersebut berdasarkan regulasi 

dalam peraturan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 

tentang Pemilihan Umum Pasal 279ayat 4 yang berbunyi, 

Waktu, tanggal, dan tempat pelaksanaan Kampanye Pemilu 

anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 275 ayat (1) huruf g ditetapkan dengan 

keputusan KPU Kabupaten/Kota setelah KPU 

Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Peserta Pemilu 

anggota DPRD kabupaten/kota. sehingga Kampanye yang 

dilakukan oleh terlapor dianggap melanggar sebab tidak 

adanya Jadwal Pelaksanaan kampanye atas nama Nelly 

Farlinza, S.H ” 

Dari Hasil Kajian dan menetapkan bahwa Bawaslu Kota 

Bandar Lampung menetapkan sebagai berikut : 

1. Menyatakan terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan 

melakukan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur atau 
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mekanisme yang berkaitan dengan Tahapan dan Tata 

Cara Kampanye.  

2. Memerintahkan kepada KPU Kota Bandar Lampung 

memberikan teguran tertulis kepeda Calon Anggota 

DPRD Provinsi Lampung Dapil 5 (Panjang, Bumi Waras, 

dan Kedamaian) Kota Bandar Lampung atas nama Nelly 

Farlinza, S.H, yang berasal dari Partai Kebangkitan 

Bangsa (PKB),  sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 

 

5. Berdasarkan Putusan Bawaslu Kota Bandar Lampung 

Nomor: 003/TM/PL/ADM/Kot/08.01/I/2019. 

     Pada hari Minggu tanggal 30 Desember 2018 Pukul 

16:30 WIB Ketua Panwaslu Kecamatan Tanjung Senang 

atas nama Hobi Harta (Bukti P-1) melakukan pengawasan 

di Kelurahan Perumnas Way Kandis, dari hasil 

pengawasan ditemukan kegiatan kampanye di Jalan Pulau 

Pisang III Kelurahan Perumnas Way Kandis Kecamatan 

Tanjung Senang yang dilakukan oleh Calon Anggota 

DPRD Kota Bandara Lampung Dapil IV (empat) Nomor 

Urut 1 (satu) dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 

(PDIP) atas nama Hj. Siska, S.E., kegiatan kampanye 

tersebut berupa sosialisasi kepada masyarakat Kelurahan 

Perumnas Way Kandis Kecamatan Tanjung Senang. Calon 

Anggota DPRD Kota Bandar Lampung Nomor Urut 1 

(satu) dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Daerah 

Pemilihan IV (empat) atas nama Hj. Siska, S.E., datang 

dalam acara sosialisasi dengan menggunakan pakaian 

berwarna merah dan terdapat logo Partai Demokrasi 

Indonesia Perjuangan (PDIP) dan yang bersangkutan 

memegang stiker dengan menjelaskan bahwa nanti pada 

saat hari pemilihan (17 April 2019) ambil kertas suara 

warna hijau dengan mengarahkan kepada peserta 

sosialisasi tersebut untuk mencari PDIP dan langsung 

mencoblos nama yang bersangkutan, kampanye tersebut 

berjalan dengan lancar dan tertib tetapi setelah 

dikonfirmasi dari pelaksana kegiatan kampanye 
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(sosialisasi) tidak dapat menunjukkan Surat Tanda Terima 

Pemberitahuan (STTP) kampanye dari kepolisian. Dan 

pada saat acara sosialisasi tersebut Saudari Hj. Siska, S.E., 

memberikan handuk berukuran  berukuran 30x30 cm  

(Bukti P-2) disertai dengan stiker bergambar Hj. Siska, 

S.E., Calon Anggota DPRD Kota Bandar Lampung Nomor 

Urut 1 (satu) dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 

Daerah Pemilihan IV (empat) terdapat nomor urut dan logo 

PDIP serta terdapat gambar Calon Presiden Dan Wakil 

Presiden (Jokowi-Ma‟ruf Amin)  (Bukti P-3) dan terdapat 

juga kartu nama bergambar Hj. Siska, S.E., Calon Anggota 

DPRD Kota Bandar Lampung Nomor Urut 1 (satu) dari 

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Daerah Pemilihan 

IV (empat) terdapat nomor urut dan logo PDIP (Bukti P-4) 

akan tetapi  handuk kecil berukuran 30x30 cm yang 

dibagikan pada acara sosialisasi tersebut tidak termasuk 

dalam 12 (dua belas) item bahan kampanye sesuai dengan 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 tahun 2018 

tentang Kampanye Pemilihan Umum pada Pasal 30 Ayat 

(1) dan (2) bahwa peserta pemilu dapat mencetak dan 

menyebarkan bahan kampanye dan bahan kampanye 

sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat berbentuk 

Selebaran, Brosur, Pamplet, Poster, Stiker, Pakaian, 

Penutup Kepala, Alat Minum/Makan, Kalender, Kartu 

Nama, Pin,dan/atau Alat tulis.  Selain itu juga Panwaslu 

Kelurahan Perumnas Way Kandis mendapatkan 2 (dua) 

foto saat kegiatan kampanye ( Bukti P-5) dan  juga 2 (dua) 

video hasil pengawasan kegiatan kampanye tersebut (Bukti 

P-6). 

     Bahwa pada hari Jum‟at tanggal 4 Januari 2019 Ketua 

Panwaslu Kecamatan Tanjung Senang atas nama Hobi 

Harta melakukan investigasi dengan meminta keterangan 

kepada Ramli selaku tuan rumah dalam kegiatan 

sosialisasi tersebut (Bukti P-7) dan didapat keterangan 

benar pada hari Minggu tanggal 30 Desember 2018 

sekira pukul 16:30 WIB telah diselenggarakan acara 

sosialisasi yang dihadiri oleh Calon Anggota DPRD Kota 
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Bandar Lampung Nomor Urut 1 (satu) dari Partai 

Demokrasi Indonesia Perjuangan Daerah Pemilihan IV 

(empat) atas nama Hj. Siska, S.E., dengan dihadiri sekitar 

12 (dua belas) orang. Pada saat acara tersebut pembagian 

handuk, stiker dan kartu nama dengan gambar Calon 

Anggota DPRD Kota Bandar Lampung Nomor Urut 1 

(satu) dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 

Daerah Pemilihan IV (empat) atas nama Hj. Siska, S.E. 

Panwaslu Kecamatan Tanjung Senang juga melakukan 

investigas dengan meminta keterangan kepada Siti Sri 

Pundrul selaku peserta dalam acara sosialisasi (P-8) dan 

didapat keterangan bahwa benar yang bersangkutan hadir 

dalam acara sosialisasi yang dilaksanakan pada hari 

Minggu tanggal 30 Desember 2018 di kediaman Saudara 

Ramli dan hadir Calon Anggota DPRD Kota Bandar 

Lampung Dapil IV (empat) Nomor Urut 1 (satu) dari 

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) atas nama 

Hj.Siska,S.E., dan Hj.Siska,S.E., memperkenalkan diri 

sebagai Calon Anggota DPRD Kota Bandar Lampung 

Dapil IV (empat) Nomor Urut 1 (satu) dari Partai 

Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) serta 

memberikan bahan kampanye berupa stiker berukuran 

16x11 cm, kartu nama dan terdapat handuk kecil 

berukuran 30x30 cm kepada peserta kampanye serta  

meminta do‟a dan dukungannya. kepada masyarakat yang 

hadir.
45

 

Berdasarkan Kronologi diatas bahwa terlapor melanggar  

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 279 ayat 4 

yang berbunyi : 

“Waktu, tanggal, dan tempat pelaksanaan Kampanye Pemilu 

anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 275 ayat (1) huruf g ditetapkan dengan 

keputusan KPU Kabupaten/Kota setelah KPU 

Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Peserta Pemilu 

anggota DPRD kabupaten/kota.” 

                                                             
45

 Sumber Bawaslu Kota Bandar Lampung 
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       Sosialisasi yang dilakukan oleh terlapor 

melanggar sebab terdapatnya unsur citra diri yang terdapat 

pada pasal 1 ayat 35 UU Nomor 7 tahun 2017, pasal tersebut 

Definisi Kampanye Pemilu adalah kegiatan Peserta Pemilu 

atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk 

meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, 

program dan/atau citra diri Peserta Pemilu. maka yang 

dilakukan oleh Donald Harris Sihotang, S.E adalah bentuk 

Kampanye karena ada Citra diri berapa Logo dan Nomor 

urut dalam Iklan tersebut. 

Selain melanggaran Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 

Pasal 279 ayat 4, Temua tersebut juga melanggar Peraturan 

Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 tahun 2018 tentang 

Kampanye Pemilihan Umum pada Pasal 30 Ayat (1) dan (2) 

tentang penyebaran bahan kampanye yang berbunyi : 

“Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dapat berbentuk:  

a. selebaran (flyer);  

b. brosur (leaflet);  

c. pamflet;  

d. poster;  

e. stiker;  

f. pakaian;  

g. penutup kepala;  

h. alat minum/makan;  

i. kalender;  

j. kartu nama;  

k. pin; dan/atau  

l. alat tulis..” 

     Penyebaran bahan kampanye yang dibagikan melanggar 

yaitu Handuk kecil berukuran 30x30 cm yang dibagikan 

pada acara sosialisasi tersebut tidak termasuk dalam 12 (dua 

belas) item bahan kampanye sesuai dengan Peraturan 

Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 tahun 2018 tentang 

Kampanye Pemilihan Umum pada Pasal 30 Ayat (1) dan (2) 

bahwa peserta pemilu dapat mencetak dan menyebarkan 

bahan kampanye dan bahan kampanye. 
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Berdasarkan Temuan diatas Bawaslu Kota Bandar Lampung 

memproses dugaan pelanggaran tersebut berlandaskan 

Perbawaslu No 7 Tahun 2018 pasal 4 yang berbunyi : 

 

1) Pengawas Pemilu melakukan pengawasan pada setiap 

tahapan Penyelenggaraan Pemilu.  

2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

yang terdapat dugaan pelanggaran Pemilu disampaikan 

dan diputuskan dalam rapat pleno Bawaslu, Bawaslu 

Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu 

Kecamatan, atau Panwaslu LN sebagai Temuan dugaan 

pelanggaran yang dituangkan dalam formulir model 

B.2.  

3) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat 

paling sedikit:  

e. Pengawas Pemilu yang menemukan dugaan 

pelanggaran;  

f. batas waktu Temuan;  

g. pihak terlapor; dan  

h. peristiwa dan uraian kejadian.  

4) Pengawas Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

huruf a, termasuk pegawai jajaran Sekretariat Jenderal 

Bawaslu dan/atau Sekretariat Bawaslu Provinsi 

dan/atau Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau 

Sekretariat Panwaslu Kecamatan yang mendapat tugas 

untuk melaksanakan pengawasan. 

     Berdasarkan Peraturan diatas Bahwa Bawaslu Kota 

Bandar Lampung telah melakukan pengawasan terhadap 

dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Calon Anggota 

DPRD Kota Bandar Lampung Nomor Urut 1 (satu) dari 

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Daerah Pemilihan 

IV (empat) atas nama Hj. Siska, S.E,  dimana dugaan 

pelanggaran tersebut bersumber dari hasil pengawasan 

Ketua Panwaslu Kecamatan Tanjung Senang terkait 

penyelenggaran Sosialisasi yang diduga melakukan 

pelanggaran yaitu terdapat unsur Kampanye berupa citra diri 

(Terdapat Logo Partai dan Nomor Urut dan Terdapat 
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pembagian bahan Kampanye yang tidak sesuai dengan 

aturan yang ada didalam PKPU, yang kemudian hasil 

temuan tersebut dirapat pleno kan oleh para Ketua dan 

Anggota Bawaslu Kota Bandar Lampung dan dituangkan 

hasil pleno tersebut kedalam Formulit model B.2.  

Berdasarkan Temuan diatas Bawaslu Kota Bandar Lampung 

memproses dugaan pelanggaran tersebut berlandaskan 

Perbawaslu No 7 Tahun 2018 pasal 4 yang berbunyi : 

1) Pengawas Pemilu melakukan pengawasan pada setiap 

tahapan Penyelenggaraan Pemilu.  

2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

yang terdapat dugaan pelanggaran Pemilu disampaikan 

dan diputuskan dalam rapat pleno Bawaslu, Bawaslu 

Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu 

Kecamatan, atau Panwaslu LN sebagai Temuan dugaan 

pelanggaran yang dituangkan dalam formulir model 

B.2.  

3) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat 

paling sedikit:  

i. Pengawas Pemilu yang menemukan dugaan 

pelanggaran;  

j. batas waktu Temuan;  

k. pihak terlapor; dan  

l. peristiwa dan uraian kejadian.  

4) Pengawas Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

huruf a, termasuk pegawai jajaran Sekretariat Jenderal 

Bawaslu dan/atau Sekretariat Bawaslu Provinsi 

dan/atau Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau 

Sekretariat Panwaslu Kecamatan yang mendapat tugas 

untuk melaksanakan pengawasan. 

     Berdasarkan Peraturan diatas Bahwa Bawaslu Kota 

Bandar Lampung telah melakukan pengawasan terhadap 

dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Calon Anggota 

DPRD Kota Bandar Lampung Nomor Urut 1 (satu) dari 

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Daerah Pemilihan 

IV (empat) atas nama Hj. Siska, S.E.,  dimana dugaan 

pelanggaran tersebut bersumber dari hasil pengawasn 
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Ketua Panwaslu Kecamatan Tanjung Senang terkait 

penyelenggaran Sosialisasi yang terdapat unsur Kampanye 

dan Penyebaran Bahan Kampanye yang tidak sesuai 

dengan aturan PKPU 23 Tahun 2018, yang kemudian hasil 

temuan tersebut dirapat pleno kan oleh para Ketua dan 

Anggota Bawaslu Kota Bandar Lampung dan dituangkan 

hasil pleno tersebut kedalam Formulit model B.2.  

Kemudian Bawaslu Kota Bandar Lampung melakukan 

undangan klarifikasi kepada Terlapor yang sesuai dengan 

alur Penanganan Pelanggaran yang tertera dalam 

Perbawaslu No.7 Tahun 2018 Pasal 24 yang berbunyi : 

1) Pengawas Pemilu membuat surat undangan 

klarifikasi yang dituangkan dalam formulir model 

B.6, ditujukan kepada Pelapor, terlapor, saksi 

dan/atau ahli yang memuat jadwal klarifikasi dan 

undangan untuk menghadiri klarifikasi atau 

pemberian keterangan.  

2) Surat undangan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) disampaikan kepada Pelapor, terlapor, saksi, 

dan/atau ahli paling lama 1 (satu) hari sebelum 

klarifikasi atau pemberian keterangan.  

3) Surat undangan disampaikan kepada Pelapor, 

terlapor, saksi, dan/atau ahli melalui surat tercatat, 

kurir, surat elektronik, atau faksimile.  

4) Pengawas Pemilu dapat memberitahukan adanya 

surat undangan sebagaimana dimaksud ayat (1) 

dengan komunikasi melalui telepon sebelum surat 

pemberitahuan diterima oleh Pelapor, terlapor, saksi 

dan/atau ahli.   

5) Dalam hal Pelapor, terlapor, saksi dan/atau ahli tidak 

hadir pada klarifikasi pertama, Pengawas Pemilu 

pada hari yang sama menerbitkan surat undangan 

klarifikasi kedua sekaligus memanggil Pelapor, 

terlapor, saksi, dan/atau ahli.  

6) Dalam hal Pelapor, terlapor, saksi dan/atau ahli tidak 

hadir pada klarifikasi kedua, Pengawas Pemilu 

melakukan kajian berdasarkan bukti yang ada. 
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     Bedasarkan Peraturan diatas Bahwa Bawaslu Kota 

Bandar Lampung telah melakukan Undangan Klarifikasi 

kepada Terlapor atas nama Hj. Siska, S.E,, juga kepada 

saksi dan/atau ahli untuk dimintai klarifikasi atas Temuan 

Dugaan Pelanggaran yang dilakukan oleh terlapor, dan dari 

hasil undangan klarifikasi tersebut terlapor mengakui 

melakukan pelanggaran terkait Sosialisasi yang terdapat 

unsur kampanye dan Penyebaran Bahan Kampanye. 

     Maka selanjutnya dari hasil klarifikasi tersebut Bawaslu 

Kota Bandar Lampung melakukan Kajian yang diatur 

dalam Perbawaslu No.7 Tahun 2018 Pasal 25  yang 

berbunyi : 

1) Kajian dugaan Pelanggaran Pemilu dibuat oleh 

Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu 

Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Panwaslu 

LN dan dapat dibantu oleh petugas yang ditunjuk.  

2) Kajian dugaan pelanggaran menggunakan sistematika 

kajian yang paling sedikit memuat: a. kasus posisi; b. 

data; c. kajian; d. kesimpulan; dan e. rekomendasi;  

3) Sistematika kajian sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) dituangkan dalam formulir kajian dugaan 

pelanggaran yang dituangkan dalam formulir model  

B.10.  

4) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat 

rahasia selama belum diputuskan dalam rapat pleno 

Ketua dan Anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, 

Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan 

Panwaslu LN.  

5) Penomoran kajian dugaan pelanggaran menggunakan 

penomoran yang sama dengan nomor registrasi 

Temuan atau Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu. 

 

     Berdasarkan Peraturan diatas Bahwa Bawaslu Kota 

Bandar Lampung telah melakukan Kajian dari hasil 

Klarifikasi yang dilakukan sebelumnya oleh Bawaslu Kota 

Bandar Lampung dan selanjutnya sesuai aturan Perbawaslu 
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No.7 Tahun 2017 tentang hasil kajian  maka Bawaslu Kota 

Bandar Lampung menentukan hasil kajian berupa : 

“Dalam melakukan kegiatan Sosialisasi tersebut terdapat 

unsur kampanye karena terdapat Nomor Urut dan Logo 

Partai, berdasarkan regulasi dalam peraturan Undang-

Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum 

Pasal 279ayat 4 yang berbunyi, Waktu, tanggal, dan 

tempat pelaksanaan Kampanye Pemilu anggota DPRD 

kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 275 

ayat (1) huruf g ditetapkan dengan keputusan KPU 

Kabupaten/Kota setelah KPU Kabupaten/Kota 

berkoordinasi dengan Peserta Pemilu anggota DPRD 

kabupaten/kota. sehingga Sosialisasi yang dilakukan oleh 

terlapor dianggap melanggar dan penyebaran bahan 

kampanye yang diberikan yaitu berupa handuk, itupun 

melanggar Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 

tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum pada 

Pasal 30 Ayat (1) dan (2) tentang penyebaran bahan 

kampanye  ” 

Dari Hasil Kajian dan menetapkan bahwa Bawaslu 

Kota Bandar Lampung menetapkan sebagai berikut 

: 

1. Menyatakan terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan 

melakukan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur atau 

mekanisme yang berkaitan dengan Tahapan dan Tata Cara 

Kampanye. 

2. Memerintahkan kepada KPU Kota Bandar Lampung 

memberikan teguran tertulis kepeda Calon Anggota DPRD 

Kota Bandar Lampung Nomor Urut 1 (satu) dari Partai 

Demokrasi Indonesia Perjuangan Daerah Pemilihan IV 

(empat) atas nama Hj. Siska, S.E.,, sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

6. Berdasarkan Putusan Bawaslu Kota Bandar 

Lampung Nomor: 

004/TM/PL/ADM/Kot/08.01/II/2019. 

     Pada Hari Rabu, Tanggal 30 Januari 2019 Pukul 14:00 

WIB s.d. 15:00 WIB, Ketua Panwaslu Kecamatan 
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Rajabasa Kota Bandar Lampung Iin Tajudin, S.I.P, 

(Bukti P-1) melakukan pengawasan  langsung pada 

tahapan kampanye yang diselenggarakan oleh Calon 

Anggota DPRD Provinsi Lampung, Dapil-I (satu) Kota 

Bandar Lampung atas nama H. Yusirwan, S.E.,  M.H., 

dengan Nomor Urut 9 (sembilan) dari Partai Amanat 

Nasional (PAN) di Jalan Raden Gunawan, Gg. Melati 3, 

Kelurahan Rajabasa Pemuka, Kecamatan Rajabasa Kota 

Bandar Lampung pada kediaman Ibu Nurhakia. Kegiatan 

kampanye yang bersumber dari Surat Tanda Terima 

Pemberitahuan Nomor: 

STTP/33/I/YAN.2.2/2019/Ditintelkam tanggal 25 Januari 

2019 (Bukti P-2) berjalan lancar dengan dihadiri sekira 

50 (lima puluh) orang peserta kampanye, diawali dengan 

pembukaan, penjelasan tata cara pemilihan, pengenalan 

personafikasi dan penyampaian visi misi Calon Anggota 

DPRD Provinsi Lampung, Dapil-I (satu) Kota Bandar 

Lampung atas nama H. Yusirwan, S.E., M.H,  serta 

adanya pembagian Alat Peraga Kampanye dan Bahan 

Kampanye yaitu Stiker, Contoh Surat Suara, Gelas, dan 

Snack dimana tahapan ini sesuai dengan aturan yang 

tertera, namun diakhir pengawasan ditemukan adanya 

dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Calon Anggota 

DPRD Provinsi Lampung, Dapil-I (satu) Kota Bandar 

Lampung atas nama H. Yusirwan, S.E., M.H, (Bukti P-3) 

dengan Nomor Urut 9 (sembilan) dari Partai Amanat 

Nasional (PAN) (Bukti P-4) yaitu, terdapat mobil 

ambulans yang terpasang stiker dengan memuat unsur 

Citra Diri Partai maupun Calon Anggota DPRD yang 

terparkir disekitar wilayah tahapan kampanye (Bukti P-

5).  Selanjutnya, pada hari Kamis tanggal 6 Februari 2019 

Pukul 11:30 WIB, Panwaslu Kecamatan Rajabasa Kota 

Bandar Lampung meminta keterangan kepada saudara H. 

Yusirwan, S.E., M.H., (Bukti P-6) Calon Anggota DPRD 

Provinsi Lampung, Dapil I (satu) Kota Bandar Lampung 

dari PAN di Sekretariat Panwaslu Kecamatan Rajabasa 

dan diperoleh keterangan bahwa saudara H. Yusirwan, 
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S.E., M.H., tidak mengetahui bahwa terdapat pasal 

pelanggaran terkait dugaan mobil ambulans yang 

terpasang stiker  dengan memuat unsur Citra Diri Partai 

maupun Calon Anggota DPRD serta belum pernah ada 

sosialisasi secara spesifik dari pihak Komisi Pemilihan 

Umum (KPU) terkait peraturan terakit kententuan 

pengunaan mobil ambulans dalam kegiatan kampanye, 

yang bersangkutan juga mengatakan bahwa benar 

memang terdapat logo partai politik dikarenakan yang 

bersangkutan tidak mengetahui aturannya dan 

mengatakan bahwa nantinya akan dilepas setelah ini. H. 

Yusirwan, S.E., M.H., juga menjelaskan bahwa mobil 

ambulans tersebut sudah sering digunakan oleh 

masyarakat.
46

 

Berdasarkan Kronologi diatas bahwa terlapor melanggar 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 304 ayat 1 

dan 2 yang berbunyi : 

“Dalam melaksanakan Kampanye, Presiden dan 

Wakil Presiden, pejabat negara, pejabat daerah 

dilarang menggunakan fasilitas negara.” 

  Kampanye yang dilakukan oleh terlapor 

melanggar sebab adanya stiker Calon Anggota DPRD 

Provinsi Lampung, Dapil-I (satu) Kota Bandar Lampung 

atas nama H. Yusirwan, S.E., M.H dimobil ambulan, yang 

diketahui ,mobil ambulan merupakan fasilitas Negara 

sehingga melanggar UU Nomor 7 Tahu 2017 Pasal 304 

ayat 1 dan 2. 

Berdasarkan Temuan diatas Bawaslu Kota Bandar 

Lampung memproses dugaan pelanggaran tersebut 

berlandaskan Perbawaslu No 7 Tahun 2018 pasal 4 yang 

berbunyi : 

1) Pengawas Pemilu melakukan pengawasan pada 

setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu.  

2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) yang terdapat dugaan pelanggaran Pemilu 

                                                             
46

 Sumber Bawaslu Kota Bandar Lampung 
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disampaikan dan diputuskan dalam rapat pleno 

Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu 

Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, atau 

Panwaslu LN sebagai Temuan dugaan pelanggaran 

yang dituangkan dalam formulir model B.2.  

3) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

memuat paling sedikit:  

a. Pengawas Pemilu yang menemukan dugaan 

pelanggaran;  

b. batas waktu Temuan;  

c. pihak terlapor; dan  

d. peristiwa dan uraian kejadian.  

4) Pengawas Pemilu sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3) huruf a, termasuk pegawai jajaran 

Sekretariat Jenderal Bawaslu dan/atau Sekretariat 

Bawaslu Provinsi dan/atau Sekretariat Bawaslu 

Kabupaten/Kota, dan/atau Sekretariat Panwaslu 

Kecamatan yang mendapat tugas untuk 

melaksanakan pengawasan. 

     Berdasarkan Peraturan diatas Bahwa Bawaslu 

Kota Bandar Lampung telah melakukan 

pengawasan terhadap Kampanye yang dilakukan 

oleh terlapor atas nama H. Yusirwan, S.E., M.H, 

yang kemudian hasil temuan tersebut dirapat pleno 

kan oleh para Ketua dan Anggota Bawaslu Kota 

Bandar Lampung dan dituangkan hasil pleno 

tersebut kedalam Formulit model B.2.  

     Kemudian Bawaslu Kota Bandar Lampung 

melakukan undangan klarifikasi kepada Terlapor 

yang sesuai dengan alur Penanganan Pelanggaran 

yang tertera dalam Perbawaslu No.7 Tahun 2018 

Pasal 24 yang berbunyi : 

1) Pengawas Pemilu membuat surat 

undangan klarifikasi yang dituangkan 

dalam formulir model B.6, ditujukan 

kepada Pelapor, terlapor, saksi dan/atau 

ahli yang memuat jadwal klarifikasi dan 
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undangan untuk menghadiri klarifikasi 

atau pemberian keterangan.  

2) Surat undangan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) disampaikan kepada Pelapor, 

terlapor, saksi, dan/atau ahli paling lama 1 

(satu) hari sebelum klarifikasi atau 

pemberian keterangan.  

3) Surat undangan disampaikan kepada 

Pelapor, terlapor, saksi, dan/atau ahli 

melalui surat tercatat, kurir, surat 

elektronik, atau faksimile.  

4) Pengawas Pemilu dapat memberitahukan 

adanya surat undangan sebagaimana 

dimaksud ayat (1) dengan komunikasi 

melalui telepon sebelum surat 

pemberitahuan diterima oleh Pelapor, 

terlapor, saksi dan/atau ahli.   

5) Dalam hal Pelapor, terlapor, saksi dan/atau 

ahli tidak hadir pada klarifikasi pertama, 

Pengawas Pemilu pada hari yang sama 

menerbitkan surat undangan klarifikasi 

kedua sekaligus memanggil Pelapor, 

terlapor, saksi, dan/atau ahli.  

6) Dalam hal Pelapor, terlapor, saksi dan/atau 

ahli tidak hadir pada klarifikasi kedua, 

Pengawas Pemilu melakukan kajian 

berdasarkan bukti yang ada. 

 

     Berdasarkan Peraturan diatas Bahwa Bawaslu 

Kota Bandar Lampung telah melakukan Undangan 

Klarifikasi kepada Terlapor atas nama H. 

Yusirwan, S.E., M.H,, juga kepada saksi dan/atau 

ahli untuk dimintai klarifikasi atas Temuan Dugaan 

Pelanggaran yang dilakukan oleh terlapor, dan dari 

hasil undangan klarifikasi tersebut terlapor 

mengakui melakukan pelanggaran terkait tata cara 
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Kampanye yaitu Stiker di mobil ambulans yang 

merupakan fasilitas Negara. 

     Maka selanjutnya dari hasil klarifikasi tersebut 

Bawaslu Kota Bandar Lampung melakukan Kajian 

yang diatur dalam Perbawaslu No.7 Tahun 2018 

Pasal 25  yang berbunyi : 

1) Kajian dugaan Pelanggaran Pemilu dibuat 

oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu 

Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, 

dan Panwaslu LN dan dapat dibantu oleh 

petugas yang ditunjuk.  

2) Kajian dugaan pelanggaran menggunakan 

sistematika kajian yang paling sedikit 

memuat: a. kasus posisi; b. data; c. kajian; 

d. kesimpulan; dan e. rekomendasi;  

3) Sistematika kajian sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) dituangkan dalam formulir 

kajian dugaan pelanggaran yang 

dituangkan dalam formulir model  B.10.  

4) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) bersifat rahasia selama belum 

diputuskan dalam rapat pleno Ketua dan 

Anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, 

Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu 

Kecamatan, dan Panwaslu LN.  

5) Penomoran kajian dugaan pelanggaran 

menggunakan penomoran yang sama 

dengan nomor registrasi Temuan atau 

Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu. 

 

     Berdasarkan Peraturan diatas Bahwa Bawaslu 

Kota Bandar Lampung telah melakukan Kajian 

dari hasil Klarifikasi yang dilakukan sebelumnya 

oleh Bawaslu Kota Bandar Lampung dan 

selanjutnya sesuai aturan Perbawaslu No.7 Tahun 

2017 tentang hasil kajian  maka Bawaslu Kota 

Bandar Lampung menentukan hasil kajian berupa : 
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“Dalam melakukan kegiatan tersebut 

berdasarkan regulasi dalam peraturan 

Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 

tentang Pemilihan Umum Pasal 304 ayat 

1 yang berbunyi Dalam melaksanakan 

Kampanye, Presiden dan Wakil Presiden, 

pejabat negara, pejabat daerah dilarang 

menggunakan fasilitas negara. sehingga 

Kampanye yang dilakukan oleh terlapor 

dianggap melanggar sebab adanya 

Stiker/Bahan Kampanye pada Ambulans 

yang merupakan Fasilitas Negara” 

 

Dari Hasil Kajian dan menetapkan bahwa Bawaslu 

Kota Bandar Lampung menetapkan sebagai berikut 

: 

1. Menyatakan terlapor terbukti secara sah dan 

meyakinkan melakukan pelanggaran terhadap 

tata cara, prosedur atau mekanisme yang 

berkaitan dengan Tahapan dan Tata Cara 

Kampanye.  

2. Memerintahkan kepada KPU Kota Bandar 

Lampung memberikan teguran tertulis kepeda 

Calon Anggota DPRD Provinsi Lampung, 

Dapil-I (satu) Kota Bandar Lampung atas nama 

H. Yusirwan, S.E.,  M.H., sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 

7. Berdasarkan Putusan Bawaslu Kota Bandar 

Lampung Nomor: 

005/TM/PL/ADM/Kot/08.01/II/2019. 

 

     Akhmad  Firdaus  (bukti P-1), Panwaslu  Kecamatan  

Kedaton Pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2019 

pukul 13:00 WIB bersama Panwaslu Kecamatan 

Kedaton yang  lainnya  melakukan  pengawasan di 
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wilayah  kecamatan Kedaton dan  mendapatkan 

informasi awal dugaan pelanggran pemasangan stiker – 

stiker Calon Legislatif  yang  terpasang di Angkutan 

Online berupa foto (bukti P-2). Hasil dari pendataan 

sementara yang dilakukan terdapat 29 (dua puluh 

Sembilan) mobil Angkutan Online baik dimobil 

Grabcar  yang memasang stiker Calon Anggota DPR 

Republik Indonesia (RI) Partai  Kebangkitan  Bangsa 

(PKB) atas nama Dr. H. Muhammad Kadafi, SH., 

M.H.,Nomor Urut 2 (dua) Dapil 1 (satu) Lampung  

pada  stiker  yang  terpasang  juga  memuat citra diri 

yang bertuliskan „‟Ayo Pilih Wakil Rakyat yang 

Amanah“ dari itu Panwaslu Kecamatan Kedaton 

melakukakn kajian awal terhadap pelanggaran yang 

dilakukakan oleh Calon Anggota DPR RI Partai 

Kebangkitan Bangsa (PKB) atas nama Dr. H. 

Muhammad Kadafi, S.H, M.H., Nomor Urut 2 (dua) 

Dapil 1(satu) Lampung karena memasang stiker di pada 

angkutan online. 

     Pada hari Jum‟at tanggal 1 Februari 2019 Panitia 

Pengawas Pemilihan Kecamatan Kedaton melakukan  

investigasi terhadap driver Grab yang bernama Khoiril 

dan Oki dijalan Z.A Pagar Alam tepatnya dibawah 

flyover Mall  Bumi  Kedaton  (bukti P-4 dan P-5). dari  

keterangan yang didapatkan oleh Panwaslu  Kecamatan  

Kedaton  bahwa benar stiker  Calon Anggota DPR RI 

Dr. H. Muhammad Kadafi, S.H, M.H., Nomor Urut 2 

(dua) Dapil 1 Lampung terpasang dimobil tersebut. 

Oleh sebab itu, Panwaslu Kecamatan Kedaton 

melakukan kajian awal terhadap dugaan pelanggaran 

tersebut.
47

      

Berdasarkan Kronologi diatas bahwa terlapor 

melanggar Peraturan Komisi Pemilihan Umum 

Nomor 23 Tahun 2018 Pasal 51 ayat 1 dan 2 yang 

berbunyi : 
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 Sumber Bawaslu Kota Bandar Lampung 
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“Ayat 1 : Peserta Pemilu dapat 

melakukan Kampanye melalui kegiatan 

lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

23 ayat (1) huruf i.  

“Ayat 2 : Kegiatan lain sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dapat 

dilaksanakan dalam bentuk: a. kegiatan 

kebudayaan, meliputi pentas seni, panen 

raya, dan/atau konser musik; b. kegiatan 

olah raga, meliputi gerak jalan santai, 

dan/atau sepeda santai; c. perlombaan;  d. 

mobil milik pribadi atau milik pengurus 

Partai Politik yang berlogo Partai Politik 

Peserta Pemilu; dan/atau e. kegiatan 

sosial meliputi bazar, donor darah, 

dan/atau hari ulang tahun.” 

  Pemasanagan Alat Peraga Kampanye di 

Angkutan Umum yang dilakukan oleh Calon 

Anggota DPR RI Dr. H. Muhammad Kadafi, S.H, 

M.H., Nomor Urut 2 (dua) Dapil 1 Lampung  

melanggar PKPU 23 Tahun 2018 Pasal 51 yang 

menerangkan Pemasangan APK hanya 

diperkenankan pada kendaraan pribadi bukan 

kendaraan umum. 

Berdasarkan Temuan diatas Bawaslu Kota Bandar 

Lampung memproses dugaan pelanggaran tersebut 

berlandaskan Perbawaslu No 7 Tahun 2018 pasal 4 

yang berbunyi : 

1) Pengawas Pemilu melakukan pengawasan 

pada setiap tahapan Penyelenggaraan 

Pemilu.  

2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) yang terdapat dugaan 

pelanggaran Pemilu disampaikan dan 

diputuskan dalam rapat pleno Bawaslu, 

Bawaslu Provinsi, Bawaslu 

Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, 
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atau Panwaslu LN sebagai Temuan dugaan 

pelanggaran yang dituangkan dalam 

formulir model B.2.  

3) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) memuat paling sedikit:  

a. Pengawas Pemilu yang menemukan 

dugaan pelanggaran;  

b. batas waktu Temuan;  

c. pihak terlapor; dan  

d. peristiwa dan uraian kejadian.  

4) Pengawas Pemilu sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3) huruf a, termasuk pegawai 

jajaran Sekretariat Jenderal Bawaslu 

dan/atau Sekretariat Bawaslu Provinsi 

dan/atau Sekretariat Bawaslu 

Kabupaten/Kota, dan/atau Sekretariat 

Panwaslu Kecamatan yang mendapat tugas 

untuk melaksanakan pengawasan. 

 

     Berdasarkan Peraturan diatas Bahwa Bawaslu 

Kota Bandar Lampung telah melakukan 

pengawasan terhadap Alat Peraga Kampanye yang 

dilakukan oleh terlapor atas nama Dr. H. 

Muhammad Kadafi, S.H, M.H, yang kemudian 

hasil temuan tersebut dirapat pleno kan oleh para 

Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Bandar 

Lampung dan dituangkan hasil pleno tersebut 

kedalam Formulit model B.2.  

 

     Kemudian Bawaslu Kota Bandar Lampung 

melakukan undangan klarifikasi kepada Terlapor 

yang sesuai dengan alur Penanganan Pelanggaran 

yang tertera dalam Perbawaslu No.7 Tahun 2018 

Pasal 24 yang berbunyi : 

1) Pengawas Pemilu membuat surat 

undangan klarifikasi yang dituangkan 

dalam formulir model B.6, ditujukan 
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kepada Pelapor, terlapor, saksi dan/atau 

ahli yang memuat jadwal klarifikasi dan 

undangan untuk menghadiri klarifikasi 

atau pemberian keterangan.  

2) Surat undangan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) disampaikan kepada Pelapor, 

terlapor, saksi, dan/atau ahli paling lama 1 

(satu) hari sebelum klarifikasi atau 

pemberian keterangan.  

3) Surat undangan disampaikan kepada 

Pelapor, terlapor, saksi, dan/atau ahli 

melalui surat tercatat, kurir, surat 

elektronik, atau faksimile.  

4) Pengawas Pemilu dapat memberitahukan 

adanya surat undangan sebagaimana 

dimaksud ayat (1) dengan komunikasi 

melalui telepon sebelum surat 

pemberitahuan diterima oleh Pelapor, 

terlapor, saksi dan/atau ahli.   

5) Dalam hal Pelapor, terlapor, saksi dan/atau 

ahli tidak hadir pada klarifikasi pertama, 

Pengawas Pemilu pada hari yang sama 

menerbitkan surat undangan klarifikasi 

kedua sekaligus memanggil Pelapor, 

terlapor, saksi, dan/atau ahli.  

6) Dalam hal Pelapor, terlapor, saksi dan/atau 

ahli tidak hadir pada klarifikasi kedua, 

Pengawas Pemilu melakukan kajian 

berdasarkan bukti yang ada. 

 

     Berdasarkan Peraturan diatas Bahwa Bawaslu 

Kota Bandar Lampung telah melakukan Undangan 

Klarifikasi kepada Terlapor atas nama Dr. H. 

Muhammad Kadafi, S.H, M.H,, juga kepada saksi 

dan/atau ahli untuk dimintai klarifikasi atas 

Temuan Dugaan Pelanggaran yang dilakukan oleh 

terlapor, dan dari hasil undangan klarifikasi 
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tersebut terlapor mengakui melakukan pelanggaran 

terkait tata cara Kampanye yaitu Pemasangan Alat 

Peraga Kampanye pada kendaraan umum. 

 

     Maka selanjutnya dari hasil klarifikasi tersebut 

Bawaslu Kota Bandar Lampung melakukan Kajian 

yang diatur dalam Perbawaslu No.7 Tahun 2018 

Pasal 25  yang berbunyi : 

1) Kajian dugaan Pelanggaran Pemilu dibuat 

oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu 

Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, 

dan Panwaslu LN dan dapat dibantu oleh 

petugas yang ditunjuk.  

2) Kajian dugaan pelanggaran menggunakan 

sistematika kajian yang paling sedikit 

memuat: a. kasus posisi; b. data; c. kajian; 

d. kesimpulan; dan e. rekomendasi;  

3) Sistematika kajian sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) dituangkan dalam formulir 

kajian dugaan pelanggaran yang 

dituangkan dalam formulir model  B.10.  

4) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) bersifat rahasia selama belum 

diputuskan dalam rapat pleno Ketua dan 

Anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, 

Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu 

Kecamatan, dan Panwaslu LN.  

5) Penomoran kajian dugaan pelanggaran 

menggunakan penomoran yang sama 

dengan nomor registrasi Temuan atau 

Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu. 

 

     Berdasarkan Peraturan diatas Bahwa Bawaslu 

Kota Bandar Lampung telah melakukan Kajian 

dari hasil Klarifikasi yang dilakukan sebelumnya 

oleh Bawaslu Kota Bandar Lampung dan 

selanjutnya sesuai aturan Perbawaslu No.7 Tahun 
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2017 tentang hasil kajian  maka Bawaslu Kota 

Bandar Lampung menentukan hasil kajian berupa : 

 

“Dalam melakukan kegiatan tersebut 

berdasarkan regulasi dalam peraturan 

Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 

Tahun 2018 Pasal 51 ayat 1 dan 2 

berbunyi Ayat 1 : Peserta Pemilu dapat 

melakukan Kampanye melalui kegiatan 

lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

23 ayat (1) huruf i. “Ayat 2 : Kegiatan 

lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dapat dilaksanakan dalam bentuk: a. 

kegiatan kebudayaan, meliputi pentas 

seni, panen raya, dan/atau konser musik; 

b. kegiatan olah raga, meliputi gerak 

jalan santai, dan/atau sepeda santai; c. 

perlombaan;  d. mobil milik pribadi atau 

milik pengurus Partai Politik yang 

berlogo Partai Politik Peserta Pemilu; 

dan/atau e. kegiatan sosial meliputi bazar, 

donor darah, dan/atau hari ulang tahun. 

sehingga jelas melanggar sebab Alat 

Peraga Kampanye yang diatur dalam 

aturan diatas hanya diperkenankan untuk 

kendaraan pribadi bukan kendaraan 

umum”  

 

Dari Hasil Kajian dan menetapkan bahwa Bawaslu 

Kota Bandar Lampung menetapkan sebagai berikut 

: 

1. Menyatakan terlapor terbukti secara sah dan 

meyakinkan melakukan pelanggaran terhadap 

tata cara, prosedur atau mekanisme yang 

berkaitan dengan Tahapan dan Tata Cara 

Kampanye.  



 

 

97 

2. Memerintahkan kepada KPU Kota Bandar 

Lampung memberikan teguran tertulis kepeda 

Calon Anggota DPR RI Dr. H. Muhammad 

Kadafi, S.H, M.H., Nomor Urut 2 (dua) Dapil 1 

Lampung., sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 

 

B. Faktor menentukan keberhasilan Bawaslu Kota 

Bandar Lampung dalam pengajuan rekomendasi 

pelanggaran administrasi pada pemilu 2019. 

1. Proses Penanganan Pelanggaran. 

     Pada Proses Penanganan Pelanggaran Administrasi 

oleh Bawaslu Kota Bandar Lampung dari ke 7 

Pelanggaran yang diproses semuanya berjalan dengan 

baik dan sesuai dengan peraturan Bawaslu No 7 

Tahun 2018, meliputi terkumpulnya alat bukti 

sehingga memudahkan dalam hal proses penanganan 

pelanggaran, lalu ketika proses klarifikasi pun para 

Terlapor memenuhi undangan yang diberikan 

Bawaslu Kota Bandar Lampung serta penerusan hasil 

kajian atas Temuan/Laporan kepada instansi yang 

berwenang pun berjalan dengan baik serta saat proses 

kajian dan pemberian rekomendasi telah sesuai.  

 

2. Waktu Penanganan Pelanggaran. 

     Bawaslu Kota Bandar Lampung memutuskan 

untuk menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti 

Temuan atau Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu, 

paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah Temuan atau 

Laporan Dugaan Pelanggaran diterima dan 

diregistrasi. dan dalam hal Bawaslu, Kota Bandar 

Lampung memerlukan keterangan tambahan 

mengenai tindak lanjut,  keterangan tambahan dan 

kajian dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari 

kerja setelah Temuan dan Laporan diterima dan 

diregistrasi. dan dalam hal memproses 7 Pelanggaran 

Administrasi yang ditangani Bawaslu Kota Bandar 
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Lampung tidak pernah sampai kadaluarsa terkait 

waktu penanganan pelanggaran, semuanya diproses 

sesuai waktu yang telah ditetapkan. 

 

3. Pengawasan Tindak Lanjut Rekomendasi 

     Bawaslu, Kota Bandar Lampung mengawasi 

pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi penanganan 

pelanggaran oleh instansi yang berwenang. yaitu 

KPU, Dalam hal putusan pengadilan, putusan 

Bawaslu dan putusan Dewan Kehormatan 

Penyelenggara Pemilu tidak dilaksanakan oleh 

penyelenggara Pemilu, Pengawas Pemilu dapat 

mengadukan penyelenggara Pemilu kepada Dewan 

Kehormatan Penyelenggara Pemilu. dalam hal ini dari 

ke-7 (tujuh) Pelanggaran Administrasi yang diproses 

Bawaslu Kota Bandar Lampung 6 dari 7 Pelanggaran 

telah dijatuhi sanksi sesuai dengan aturan yang ada 

yaitu :  

 

Tabel 1.7 

Hasil Pengajuan Rekomendasi 

 

No Terlapor Tahapan Putusan  Nomor Surat 

1. 
H.Erwansy

ah 
Kampanye 

Teguran 

Tertulis 

008.B/PL/.01.1-

LP/1871/02/KPUKOT

/2018 

2. 

Donald 

Harris 

Sihotang, 

S.E 

Kampanye 
Teguran 

Tertulis 

009.B/PL/.01.1-

LP/1871/02/KPUKOT

/2018 

3. 
Hi.Rifa‟I, 

S.H 
Kampanye 

Tidak Ditindak 

Lanjuti Sebab 

Terpenuhinya 

Syarat 

Pencalonan 

 

010.B/PL/.01.1-

LP/1871/02/KPUKOT

/2018 

4. Nelly Kampanye Teguran  011.B/PL/.01.1-
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Farlinza, 

S.H 

Tertulis LP/1871/02/KPUKOT

/2018. 

5. 
Hj. Siska, 

S.E 
Kampanye 

Teguran  

Tertulis 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

     Berdasarkan Berdasarkan hasil penelitian yang telah 

dilakukan oleh peneliti judul penelitian penulis, yaitu 

“Keberhasilan Bawaslu Kota Bandar Lampung Dalam 

Pengajuan Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilu 

2019”, dapat peneliti  simpulkan bahwa : 

     Pengajuan Rekomendasi Pelanggaran Administrasi 

Pemilu 2019 oleh Bawaslu Kota Bandar Lampung pada 

Pemilu dapat dikatakan Berhasil dalam mencapai hasil 

tujuan berdasarkan ditegakkannya aturan perundang-

undangan dengan dibuktikan diputuskannya sanksi yang 

diberikan oleh KPU Kota Bandar Lampung kepada terlapor 

agar Peserta Pemilu yang melanggar aturan maka harus 

dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku dan juga 

Keberhasilan Bawaslu Kota Bandar Lampung tak luput 

peran Bawaslu Kota Bandar Lampung yaitu : 

1. Bawaslu Kota Bandar Lampung dalam hal proses 

penanganan pelanggaran administratif telah dilakukan 

sesuai perundang-undangan berpedoman pada Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2017, Perbawaslu 7 dan 8 Tahun 

2018 yaitu meliputi dengan menerima laporan, 

mengumpulkan alat bukti, serta penerusan hasil kajian 

kepada instansi yang berwenang dengan mengkaji terlebih 

dalulu dan memberikan pemberitahuan rekomendasi. 

2. Bawaslu Kota Bandar Lampung sebelumnya disosialisasi 

sudah memberitahukan tentang peraturan apa saja yang 

seharusnya dilakukan saat masa kampanye termasuk 

tentang STTP (surat tanda terima pemberitahuan) 

kampanye yang sudah tertuang di dalam pasal 43 PKPU 

(praturan KPU) Nomor 33 tahun 2018 yang tentang aturan 

kampanye rapat umum yang wajib menyampaikan 

pemberitahuan serta syarat-syarat apa saja yang harus 

dipenuhi oleh calon peserta pemilu khusunya Calon 

Anggota DPR RI dan DPRD dan juga alat peraga apa saja 
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yang diperbolehkan saat melakukan kampanye serta jadwal 

pelaksanaan kampanye dan masa tenang. 

     Sesuai yang termaktub dalam undang-undang republik 

Indonesia no 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum 

tentang pemilu, yang dimaksud dengan pemilu adalah 

adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan 

Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih 

anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang 

dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, 

dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia 

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945. Di dalam pelaksanaan 

pemilihan umum yang berperan serta mengemban 

tanggung jawab sebagai pengawas penyelenggaraan 

pemilu ialah Badab Pengawas Pemilihan Umum 

(BAWASLU). Badan Pengawas Pemilihan Umum 

(BAWASLU) adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang 

mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah 

Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dari hasil analisis 

penulis bahwa bawaslu Kota Bandar Lampung Berhasil 

dalam Proses Penyelesaian Penangangan Pelanggaran 

Administrasi pada Pemilu 2019.  

      Bahkan Keberhasilan Bawaslu Kota Bandar Lampung 

dibuktikan dengan hasil pengawasan pemilu dari Bawaslu 

Provinsi Lampung yang disampaikan oleh ketua Bawaslu 

Provinsi Lampung, Ibu Fatikhatul Khoiriyah S.H.I, M.H 

yaitu “Jadi total keseluruhan itu ada 128 temuan dan 

laporan yang ditangani oleh Bawaslu Provinsi Lampung, 

Pelanggaran paling banyak ditangani di Bandar Lampung 

dan Kabupaten Lampung Tengah, kemudian disusul 

Tulangbawang.”
48

 

                                                             
48

 Kumpastuntas.co, Bawaslu Lampung Paparkan Hasil 

Pengawasan Pemilu 2019 dipublish 15 Agustus 2019 dan diakses pada tgl 

8 april 2022 pukul 13:48  

https://www.kupastuntas.co/2019/08/15/bawaslu-lampung-paparkan-

hasil-pengawasan-pemilu-2019/amp/  

https://www.kupastuntas.co/2019/08/15/bawaslu-lampung-paparkan-hasil-pengawasan-pemilu-2019/amp/
https://www.kupastuntas.co/2019/08/15/bawaslu-lampung-paparkan-hasil-pengawasan-pemilu-2019/amp/
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B. Rekomendasi 

1. Kepada pihak Bawaslu Kota Bandar Lampung diharapkan 

kedepannya tetap komitmen menjalankan tugas dan 

fungsinya, tetap melakukan sosialisasi kepada masyarakat 

mengenai pentingnya Pemilu sebagai pesta demokrasi 

rakyat dan semoga pemilu 2024 yang sebentar lagi akan 

terlaksana untuk memperbaiki system yang dikiranya 

masih kurang pada pelaksanaan pemilu 2019. 

2. Kepada masyarakat Kota Bandar Lampung untuk selalu 

menerapkan protokol kesehatan dalam kegiatan apapun 

dan tetap melaksanakan kewajiban sebagai masyarakat 

yang taat pada aturan. 

3. Kepada semua pihak saran kami untuk menghindari 

banyaknya kecurangan dan kerugian pada pelaksanaan 

pemilu nanti sehingga dapat menciptakan pemilu yang 

bersih serta melihat pandemic covid-19 belum selesai 

diharap agar Pemerintahan sendiri menyediakan TPS lebih 

banyak dan menambah fasilitas untuk melindungi 

masyarakat dari Covid-19 seperti contohnya hal-hal diatas 

agar lebih efektif dalam waktu pelaksanaan pemungutan 

suara agar masyarakt sendiri tidak saling berdekatan. 

sehingga dampak pemilu 2019 yang memakan banyak 

korban jiwa tidak terulang pada pemilu 2024. 

4. Mengingat bahwa peneliti bukanlah manusia yang 

sempurna serta karya ilmiah ini jauh dari kata sempurna 

dan juga hasil yang di sampaikan oleh peneliti bukan 

merupakan hasil akhir, akan tetapi bagi akademisi perlu 

adanya penelitian tindak lanjut khususnya mengenai 

Keberhasilan Bawaslu Kota Bandar Lampung Dalam 

Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu 2019. 
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